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ABSTRAK

Nama - Murul Widiasih
Program Studi . Pascasajana
Judul + Disparitas pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik

dalam rumah tangga di witayah hukum Bandar Lampung.

Berangkat dari fakin umum bshwa dispatitas pidana merupaken salah sata
masalah dalam sistem peradilan pidana, tingginya jutnlah pelaporan kasus tindak
pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga di Bandar Lampung yang memasuki
ranah sistem peradilan pidana, tidak dapst terlepas dari  masalah disparitas
pemidanaan. Darl latar belakang tersebut, tesis ini membahas perbedaan
pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam
rumakh tangpa di wilayah hukum Bandar Lampung. Penclitian ini adalah penelitian
normatif yang dilengkapi dengan wawancara yang bertujuan untuk menjawab
permasalaban:(1)Mengapa  terjadi  disparitas pidana terhadap findak pidana
kekerasaa  fisik  dalam  rumah tangga di  wilayah hukem  Bandar
Lampung,(2}Dampak disparitas pidana terhadap terpidena dan korban kasus
kekerasan fisik dalam rumah fangga di wilayah hukum Bandar Lampung(3)
Upaya apa yang dapat dilakekan ontuk meminimalisic masalah disparitas pidana
dalams kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga. Hasil penelitian
" mepunjukan penyebab tefjadinya disparitas pidana bersumber pada din hakim,
hukurnya sendiri, serta karakteristik kasus yang bersangkutan. Dampak disparitas
pidana terhadap terpidana, terpidana merasa menjadi korban ketidakadilan namun
tidak mempengaruhi pembinaan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan.
Sedangkan dampak disparitas pidana terhadap korban adalah korbun menjadi
korban kejahatan kekerasan dan korban dari sistem peradilan pidana. Upaya
meminimalisir dapat dilakukan dengan dibentuksya pedoman pemidansan dan
menyamakan visi dan misi antara subsistem dalam sistem peradilan pidana. Tesis
il menyarankan agar harus ada kontrol negatif dari jaksa kepads hakim,
dibentuknya svatu pedoman pemidanaan, peran aktif hakim wasmat dan
diadakannnya Refreshing Course yang ditkuti oleh subsistem sistem peradilan
pidana,

Kata kunci ;
Disparitas pidana
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ABSTRACT

Name- : Nurul Widiasih
Study Program: Posigraduate
Title . Disparity of sentenicing in the case of physical domestic violence

at Bandar Lampung tegal territory,

To start with general fact that disparity of sentencing is one of disturbing isssue of
criminal justice system, The high value of number reported physical domestic
violence crime at Bandar Lampung that entered fo criminal justice system
territory, can not resleas from disturhing isssue of criminal justice system. From
that background, this thesis discuss the difference the imposition of penal sanction
againgt the offender of physical domestic violence at Bandar Lampung legal
territory. This research i the normative research that is supplement with the
interview aim at answering the problem:{1YWhy disparity of sentencing happened
on the physical domestic violence at Bandar Lampung legal tewitory,(2) The
impact of the disparity of sentencing on the convict and victim of physical
domestic viclence at Bandar Lampung legal territory,(3) Effort that could be card
out to minimise the disparity of sentencing of physical domestic vivlence. Result
of reseach showed the cause of the occumence of the disparity of sentencing
originat in himself the judge, his law personally, as well as the characteristics of
the relevant case. The impact of the disparity of sentencing on the convict, the
convict felt the accus became in justice victim how ever did not influence the
management of the convict in the correctional institution, Whereas the impact of
the disparity of senlencing on the victim, the victim of victim of violence and
victhn of criminal justice system. Effort that could be carrd out to minimise could
form by him seniencing guidelines and compar the point of view and the mission
between the criminal justice system subsystem. This thesis suggested must be
negative control from presecutor to the judge, form by him sentencing guidelines,
the active role wasmat judge and the holding refreshing course that is follow by
the griminal justice system subsystem |

Key words:
Disparity of sentencing
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara hukum telah menjadi konsep umum yang dianut oleh hampir
semua negara, termasuk Indonesia, Indonesia adalah negara hokum yang
berdasarkan Paneasila dan Undang-Undang Dasar 1948, karena itu pemerintah
atau lembapa lain, dalam melakukan tindakannys harusiah betlandaskan
kepada hukum.

Hukum mempunyai ciri khusus, vaitu hendak melindungl, mengatur
dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Apabila
ada yang melanggar ketentoan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau
mengganggu  kescimbangan  kepentingan umum, maka pelanggarannya
mendapat reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian
ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap
pelanggar itu. Pengembalian ketidakseimbangan itu dilakukan oleh petugas
yang berwenang untuk {keperluan) memberikan hukuman,

Cird darf hukuny tersebut erat kaitannya dengan gifat hukum ftu sendiri,
dan bila hendak membicarakan masalah tugas kaidah hukom meka hal
tersebut berkaitan dengan tujuan hukum itu sendin., Apabila kita likat lebih
jauh, maka sebenarnya di dalam pengertian hukum, akan mencakup atau berisi
tentang sifat dard hukum, tugas dari kaidah hukum. Dari situ lahir pemikiran
bahwa sifat kaidah hukum ada yang bersifat memaksa dan ada yang bersifat
mengatur, sehingga tugas dari kaldah hukum adalah tujuan untuk memberikan
keseimbangan dalam hukum.}

Untuk memahami hukum dasar suatu aegara, jugs belum cukup kalau
hanya dilithat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-

'Waluyadi, “Pengantar Hmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif’, (Jakarta:
Djambatan 2001}, hal, 53-34.
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Undang Dasar atau konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-aturan
dasar yang muncul dan tetpelihara dalam praktek penyelenggataan negatra
meskipun tidak tertolis, atau sering dicontohkan dengan “konvensi”

_ ketatancgaraan sualu bangsa. Dengan pemahamsn yang demikian inilah

“keterttban” sehagal fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan.’

Dalam menanggulangi masalah  kejahatan di dalam  masyarakat
dipetlukan  suatn  sistem  peradilan  pidana  (crimingl justice system).
Penanggulangan berarti mengendalikan kejahatan agar berzda dalam batas-
batas toleransi masyarakat dan sistem ini dianggap berhasii apabila sebagian
besar laporan maupun keluhan mﬁsyarakat vang menjadi korban kejahatan
dapat diselcsaikan, deapan diajukan pelaku kejshatan ke sidang penpadilan
dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana. Komponen-komponen yang
bekerjasama dalam sistem ini adalale Kepolisian, Keiaksaan, Pengadilan dan
Lembaga v}’masyarakaian, Empat ko_mpmen ini diharapkan bekerjasama
membentuk apa vang dikenal dengan nama Mntegrated Criminal Justice
Adninistration,’

Mengenai  sistem  peradilan  pidana  Mardjono  Reksodiputro
mémherikan pengertiag svebagai berikut '

Sistem peradilan pidana adalah sistern dalam suate masyarakat uttuk

mepanggulangt suaty kejahatan, Oleh karens ity tujvan sistem ini

adalah:

1. Mencegah masyarakat menjadi korhan kejahatan;

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingsa masyarakat
puas bahwa keadilan teleh ditegakkan dan yang bersalah dipidana;

3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan
tidak mengulangi lagi kejahatannya,

Tujuan sistem peradilan pidana tersebut baru selesai (tercapai) apabila

si pelanggar hukum telah kembali terintegrasi dengan masyarakat dan

hidup sebapal warga negara yang taat hukumn.*

*Ditilan Thaib, Jazim Hamidi, NPmatu! Huds, “Teori Hukum dan Konstitusi®, {Jakarta:

RajaGrafinds Persada, 1999), hsl, 39, mengutip Moohtsr Kusumasimedia, Funpsi dan
Perkembangan Hukumn dalam Pembangunan Kasional”, {Bandung: Binacipta, 1976}, hal. 2-12,

*Mardjonn Reksodiputro, “Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana® (Buku

D), (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hulum (drh. LK-UT), 2007), hal. 84.

4 Mardjono Reksodiputro,”Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana”, (Buku I1}, {Jakarta:

Pusat Pelayanan Keadilan dan Peogabdian Hukum (d/h, LK-UL}, 2007}, hel. 146,
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Dalam rangks mencapai ujuan dari sistem peradilan pidana tersebut di
atas, penting diperhatikan masalah pembinaan terhadap terpidana di lembaga
, pemasyarakatat, namun terdapat beberapa kendala dalam pembinaan tersebut.
Salah satu salah saty kendalanya vaite dapat disebabkan oleh adanya
dispatitas pidana (petbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan untuk
petkara yang serupa.’ Perbedaan tersebut dapat menimbulkan masalah yang
serius bagi narapidana, bila dikaltkan dengan usaha perbaikan narapidana.
Terpidana merasa dirinya diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan
rasa. permusuhan terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana,
termasuk  terhadap lembaga pemasyarakatan, yang zkan menyukarkan
pembinaannya. Dengan demikian diperlukan pencegahan disparitas dalam
peniatuhan pidana. Olek sebab itu Muladi berpendapat bahwa salah satu tolak
vkur efcktifitas sistem peradilan pidana adalah menonjol atau tideknya
disparitas pidana (disparity of sentencing performance)

Terpidana yang iebik memperbandingkan pidananya dengan terpidana
yang lain dan merasa ada disparitas, maka dia akan memandang dirinya
sebagai korban judicial caprice. Selanjutnya yang bersangkutan akan sulit
dimasyarakatican dan babkan akan tidak menghargai hukum. Padahal
penghargaan ferhadap hukum tersebut merupakan salah sato target dalam
penjatuhan pidana. Disind nampak ada persoalan ysng sangat serius, sebab
akan merupakan suatu idikator dan manifestasi kegagalan gustu sistem untuk
mencapai persamaan kendilan i dalam negara hukum dan sekeligus akan
melemahkan kepercayaan masyarakat tethadap sistem peradilan pidana.”

Magalah kekerasan terhadap wanita saat ini tidak hanya merupakan
masalah individual atan masalah nasional, tetapi sudah merupakan masalah
global. Disebut masalah global terkait disini issue global tentang hak-hak asasi
manusia (HAM), yang perdefinisi diartikan sebagal hak yang melekat pada
sifat manusia, sehingga tanpa hak-hak itu kita tidak muongkin mempunyai
martabat sebagal manusia (inkerent dignity). Oleh karena itu pula dikatekan

* Bhid, bal. 148,

¢ Muladi, “Pelaksansan Sistem Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peredilan Pidana
Torpadu dalam Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana”, (Ssmarang Badan Penerbit Universitas
Diponeporo, 19953, hal 120,

? Ihid, bal. 105,
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bahwa hak-hak tersebut adalah tidak dapat dicabut (inalienable) dan tidak
boleh dilanggat (inviolable)? Kaltan dengan HAM nampak dari pelbagai
pernyataan antara lain bahwa kekerasan tethadap wanita merupakan rintangan
(barier) tethadap pembangunan, karena dengan detnikian akan mengurangi
kepercayaan diri dati wanita, tenghambat kemampuan wanita untuk
berpartisipasi penuh dalam kegiatan sosial, mengganggu kesehatan wanita,
mengurangi otonomi wanita baik dalam bidang ekonomi, politik dan kultural
menjadi terganggu.’ Hal ini sangat menonjol dalam peristiwa kekerasan
terhadap perempuan, utamanya yang dilakukan oleh orang-orang yang
memiliki hubungan kekeluargaan dengan korban yang lebih dikenal dengan
{domestic violence).

Tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia telah
mendorong komunitas internasional termasuk Indonesia untuk mengadopsi
Deklarasi penghapusan kekerasan tethadap perempuan pada tanggal 20
Desember 1993. Selanjutnya pada tanggal 22 September 2004, bangsa
Indonesia telah mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 23
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggga. Sesuai
dengan namanya maka penghapusan kekerasan dalam rumah ta.ﬁgga adalah
jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan
dalam mmah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga,
melindungi dan merehabilitasi korban yang mengalami kekerasan dalam
rumah tangga.

Namun ketika kasus-kasus tindak kekerasan terhadap perempuan
khususnya tindak kekerasan dalam rumah tangga memasuki ranah proses
peradilan pidana, tidak pula ada jaminan bahwa mercka mendapatkan
perlakuan yang simpatik di sermua tahap. Pada tingkat persidangan sikap para
penegak hukum terhadap para korban dipandang masih jauh dari memuaskan,
yang memiliki korelasi tinggi dengan kentalnya formalisme di kalangan

pengadilan, dominasi budaya patriarkhial, dan kurangnya pemahaman para

¥ Mardjono Reksodiputro, Op. Cit., hal. 7
? Muladi, “Hak Asasi Manusia , Politik dan Sistem Peradilan Pidana”, (Semarang : Badan
Penerbit Universitas diponegoro) Cet.2-2002. hal. 31.
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penegak hukum tnengenai hukum yabg berwawasan peidet.' Tetnyata pula
terdapat disparites pidana dalam vonis tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga dan scbapian besar pidana yang dijatubkan kepada pelaku tidak
mendekati pidana maksimal yang dirumuskan undang-undang. Dengan adanya
situasi yang demikian, maka pihak korban merasa menjadi kotban gands:
pertama adalah korban kejahatan kekerasan, dan kedua, kotban dard sistem
peradilan pidana sendit.

Kagus-kases tindak kekerasan terhadap perempuan sast ini sudab
merupakan masalah global. Disebut sebagai masalah global karena terksit
disini issue global tentang hak-hak asssi manusia (HAM)."! Tindak kekerasan
terhadap pererpuan khususnya tindak kekerasan dalam rumah tanpga bukan
banya terjadi di negara-negara lain letapi juga terjadi di Indonesia, Tindak
pidana kekerasan dalam rumah fanggs Indonesia dimanapun masih terus
berlangsung dengan jumlah kasus dan intensitasnys vang kisn hari cenderung
kian meningkat. Media massa cetak dan elekironik Indonesia tidak pernah
lengang dari berita-berita dan informasi-informasi terbaru tentang tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga. Sejak diberlakukannya Undang-
Undang No.23 Tahun 2004 fentang ?enéhapﬂsz_m Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, semakin nampak adanye peningkatan atas pelaporkap kasus
kekerasan dalam rumah tangga.

Laporan penelitian evaluasi pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga vang telah dilakukan oleh Badan Pusat
Statistik dan Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan pada tahon 2007,
menyatakan bahwa Provinsi Lampuong khususnya di Kota Bandar Lampung
menempati vrutan perfama jumiah pelaporan kasus tindak pidana kekerasan
fisik daiam rumah tangga, dibandingkan dengan kota lain di Propinsi wilayah
Pulau Sumatera.'”? Berangkat dari fakta umum bahwa disparitas pidana

¥ Harkeigtuti Harkrisnowo, “Rekonstruksi Konsep Pemidenean: Susts Guestan Terhudep

Proses Legislasi dan Pemidanaan & Indonesis”™, {Orasi Pads Upscars Pengukuban Gum Besar
Tetap Dalam lemu Hukum Pidana Fakultas Hukuem Universitas Indonesis, Depok, 8 Maret 2003}
hal 3.

¥ Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidans™. Op.Cit, hal 31,
2 Badan Pusat Statistik dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan, “Laporan

Penelitian Evalusasi Pelaksanaan Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2004 { Jakaria : BPS dan
KNFPP,2007), kal 58,
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merupakan salah satu masalah dalam SPP (sistemn peradilan pidana),
tingginya jumlah pelaporan kasus indak pidana kekerasan fisik dalam rumah
tangga vang memasuki ranah SPP (sistem peradilan pidang), tidak dapat
terlepas dari masalsh disparites pemidanaan. Dard uraian tersebul di atas,
penulis merasa terfarik untuk mengetabui penyebab tedadinga disparitas
pidana khususnya pada kasps tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah
tangga di wilayah hukum Bandar Lampung.

1.2 RUMUSAN MASALAH
Adapun perumusan masalah pokok dalam tesis adalah adanya perbedaan
pengenaan sanksi pidana {disparitas pidana) terhadap pelaku tindsk pidana
kekerasan fisik dalam rumah tanggs di wilayah hukum Bandar Lampung,
Bertolak dari peromusan masalah tersebut maka disusunlah pertanyaan-
pertanyaan sehagal herikot, untuk membatast penelitian ind ¢
1. Mengapa terjadi disparitas dalam peniatuban pidans oleh hakim terhadap
pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam romah tangge di wilayah
hukum Bandar Lampung? _
2. Bagaimana dampak disparitas pidana terhadap terpidana maupun korban
kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga di wilayah hukum Bandar
Lampung?.
3. Upaya aps vang dapat dilakukan untuk meminimalisir mwasalah disparitas
pidana dalam kasus tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berkaitan dengan masalah disparitas pidana dalam kasus kekerasan
dalam rumah tangga, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini
adalah umtuk dapat mengetahui eksistensi pembedaan pengenman sanksi
pidana terhadap pelaku tindak pidana kekeragan dalam rumab tangga di
wilayah hukum Bandar Lampung, pandangan hakim tentang kekerasan dalam
rumeh tangga dengan perbedaan penjaivhan pidana dalem putusasnya,
mengetahai  fakior-faktor yang mempengaruhi putusan hakim dalam

menjatubkan pidana dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga serta mencar
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upaya-tibaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya disparitas
pidana dalam kasus kekerasan dalam rumsh tangga. Di samping itu hguen
penelitian ind Juga untuk dapat mengetahui dampak disparitas pidana terhadap
terpidana maupin korban kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Hasil penelitian ini dihatapkan mempunyai kegunaan baik dari segl
praktis maupun dari segi teoritis. Secara prakiis, hasil penslitian ind
diharapkan dapat tnenjadi bahan masukan bagi kalangan prakfisi hukum,
khususnya para hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaky tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, hasil penelitian ini juga mempunyai kegunaan bagi kalangan
atau pihak-pihak yang terlibat dalam penvusunan dan pembentukan KUHP
barw.

1.4 KERANGKA PEMIKIRAN/TEORITIS

Dalam setiap sistem peradilan pidana, pidana dan pemidanaan
merupakan salab satu sub sistem yang menempati posisi sentral, Hal ini
disebabkan karena keputusan berupa penjatuhan hukuman pidana akan
mengandung konsekuensi yang luas, _baik yang menyangkut pélal{u-tindak
pidana, s1 korban maupun masyarakat. Terlebih apabila keputusan terscbut
dinilai, kontroversial, sebab kebenaran sendiri pada hakekatnya bersifat nighi
tergantung darimans kita memandangnya.

Dalam membicarakan sistem sanksi dalam hukum pidana tidak
sekedar menguraikan susunan jenis-jenis pidana ( sirgfisecrs), berat ringannya
sanksi fersebut (strafinaat} dan cara bagaimanz pidana tersebut dilaksangkan
{strafmodusy, tetapl harus menguraikan pula aliran-aliran hekum pidana,
falsafah tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan dan sebagainya.”

Harkristuti Harkrisnowo berpendapat bahwa ketidakjelasan falsafah
pemidanaan saat ini merupakan suvatu kendala vang serius bagi upays
penegakan hukum di Indopesia yang tengah menuju ke arah negara yang lebih
demokratis. ™

B Muladi. Op.Cie, hal 152
" Harkvistuti Harkvisnowe,Op.Cif, bal. 9
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Menurut Sudarto, kebijakan kriminal (criminal policy) merapakan
shatu usaha yang tasional datl masyarakat dalam menanggulangl kejahatan.
Dalam rangka vsaha penangpulangan kejahatan, kebijakan keiminal (criminal
policy) menggupakan dua sarana berupa satana penal (pidanz) dan non
penal.” Usaha penanggulangan kejahatan dengan sarana penal vang lazim
disebut dengan hukum pidana identik denpan pengertian “kebijakan
penanggulangan kejahalan denpgan hukum pidana” tentunya erat kaitennya
dengan hakikat fujuan pemidanaan {falsafeh pemidanaan). Falsafah ini harus
mendasari pula kebiiakan ktiminal {cimina! poficy) vang sampai kini belum
dirumuskan.

Perkembangan pemikiran tentang hakikat tujuan pemidanaan, akan
diuratkan beberapa teori tenfang tujuan pemidanaan, yaitu retributif atau teori
absolut, teori relatif (deiterence) dan teori penggabungan (integratif).

Andi Hamzah menjelaskan, bahwa ada tiga golongan utama teeri
untuk membenarkan penjatuhan pidana, yakai (1) Teori Absolut atau teori
Pernbalasan  (vergeldings  theorien), (2) Teorl relative atau tujuan
(doeltheorien) dan teori penggabungan (Fntegranf),'® dengan penjelasannya
se‘z}agwaﬁi t;ezikai: F X N |

i, Teor Absolut atay teori Pembalasan fvergeldings theorien).

Teor ini mengatakan bahwa pidana tidaklsh bertujusn untuk

yang praktis, seperti memperbaiki penfshat. Kejahatan itu
sendirilah yang mengandung unsur-upsur untuk  dijatuhkannya
pidana. Tidaklah perfu untuk memikirkan maniaat penjatshan
pidana itu. Setiap kejahatan harus beraldbat dijatubkennya pidana
kepada pelaku, Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya
sesuaty vang perlu dijatubkan tetapi menjadi keharusan, Hakikat
suatu pidapa 1alah pembalasan.
Var Bemmelen menjelaskan bahwa pidana bertujuan membalas
kesalghan dan mengamankan masyarakat. Tindakan bermaksud
mengamankan dan memelihara tujuan. Jadi pidana dan tindakan
kedvanya bertujuan mempersispkan  untuk  mengembalikan
terpidana ke dalam kehidupan masyarakat,

¥ Bards Newswi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidans” (Perkembangan
Penyusunsn Konsep KUHP Baeu), (Jukarta : kencans prenade Media Group, 2008}, hal 1-4
¥ Andi Homzah, vSistem Pidans dan Pemidanasn Indopesin: dari Retribusi ke
Reformasi®, (Jskarta Prodoya Paremila, 1988), hat 17-23
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Menurut Remmelink,'” teoti teiribufif atau teori absolut dapat
dikatakan sama tushyas dengan swal pemildran fettahg pidana.
Syarat pembenaran penjatuhan pidata tereakup dalam kejahatan ity
sendiri, Pemikiranh ini beranjak dati pandangab asbsolut terhadap
pidana. Dalam konteks ajaran ini, pidana merupakan res absoluta ab
affecty futuro {suatu keniscayaan yang terlepas dari dampakitys di
masa depan). Difakukannya kejahatan, maka membawa koasekuensi
dijatuhkannya pemidanaan,

. Teori relative atau tujuan (doeftheorien).

Teori ini tencari dasar hukum pidana  dalam
menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibalys vaitu tujuan
pidana provensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-
beda: menakuti, memperbaiki atau membinasakan. Prevensi umum
menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan
delik. Pelaksanaan pidana dipertontonkan didepan wmum dengan
sangat panasnya, supaya anggota masyarakat ngeri melihatnya.
Tujuan prevensi khusus ialah mencegah bakal pelanggar
melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakan.

Teori ini menitikberatkan pada pertahanan tata tertib masyarakat.
Pidana tidak lebih berat daripada yang ditimbulkannya dan gunatya
juga tidak boleh lebih besar daripada yang seharusnya.

Pidana bukanlah sckedar untuk melakukan pembalasan atau
pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak
pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat,
Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut sebagai teori tujuan
(Utilitarian theory).'® o

Kemudian muncul pemikiran deferrence, yang menekankan
pidana sebapai upaya untuk mencegah terjadinya kembali
{recurrence) kejahatan, baik yang bersifat khusus (bagi pelaku)
mauptn umum {bagi masyarakat). Selanjutnya meminjam konsep
dunia medis, aliran rehabilitatif memandang pidana sebagai “obat”
bapi “orang yang sakit” (geiaku kejahatan} dengan memperbaiki dan
melalkan resosialisasi.’

3. Teori gabungan (verenigingstheorien).

Ada yang menttik beratkan pembalasan, ada pula vang ingin
agar pembalasan dan prevensi seimbang. Teord ini memandang sama
pembalasan dan pertahanan tata tertib masyarakat,

Teori gabungan berusaha merentas jalan dan menemukan benang
merah antara kedua teori tersebut diatas. Teori gabungan mengakul
bahwa pembalasan (refribufive) merupakan dasar dan pembenar
dijatubkannya pidana, namun seharusoya perlu diperhatikan bahwa

in3

Y 1ag Remmelink (1993). “Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari
KIHP Belanda dan Padanannye dalam KUHP Indonesia” {Jekarts; PT, Cramedis Pusiaka
Uiamas), hal, 608,

¥ Muladi dan Barda Nawawl Adel, “Teori-Teori dan Kebijaken Pidana *, (Bandung :
Alumni, 2005), hal. 16. ‘

¥ Harkristuti Harkeisnows, Op.Cit, hal. 11
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penjatuhan pidana ini harus membawa manfaat untuk mezzcapai
tujuan fain, misalnya kesejahteraah rakyat (social welfare), ®

Muladi betpendapat bahwa alitan gabungan tepat untuk
diterapkan di Indonesia. Pandangan pembalasan tidak perlu
ditonjotkan secara eksplisit, karena sudah diahggap “implied” pada
fujuan lainnya. Yang perlu ditonjolkan adalab {1} sifat pencegahan
umum demi perlindungan masyarakat, (2} petbaikan pelaku; 83)
kedamaian masyarakat dati (4) rasa bebas bersalah dari terpidana.’”

Berdasarkan uraian di atas, maka dialektika teori tentang pemidanaan
di dunia, menvnjukan tetjadinya perpeseran puradigma yang menghasilkan
pula paradigma yang lama dengan format bam Paradipma ini juga
menunjukan bahwa hakikat pemidansan tidak bisa terlepas dari konteks
kehidupan sosial dan kebijakan pemidanaan hamus memperhatikan hukum
vang hidup di masyarakat, Sangat memprihatinkan sekali Indonesia belum
menunjukan parsdigma apa yang selama ini digunakan sebsgal acuan.
Ketiadaan perumusan kebijakan penanggulangan kejahatan atau criminal
policy nampak menjadi salah satu penghambat dalam merumuskan dan
menjatiuhkan pidana. Tanps adanya scuan, setiap individu yang terlibat dalam
proses legislasi dan penjatuhan pidana bebas berkreasi dan berinovasi,
sehingga membukes kesempatan penafsiran oleh puara halom, yang pada
akhimya dapat membuka peluang yang lebar terhadap disparitas penjatuhan
pidana.”?

Peluang yang Iebar terhadap disparitas penjatehan pidana juga dapat
dimolai dari hulum  sendid. Titik tolak pemikirannya adalah adanya
kekuasaan kehakiman, Pemahaman atas kekuasagn kehakiman yang merdeka
tidak terlepas dard prinsip pemisahan kekvasaan yang dikemukakan oleh John
Locke dan Montesguieu.

Menurut John Locke, kelemszhan besar manosia adalah cenderung

untuk merengput kekuasaan. Apabila pembuat undang-undang dan pelaksana

% pahmud Mulvadi: Revitalisesi alas Filosofis Tujuan Pemidanaan Dalam Penegakan
Hukam Pldana Indonesia, { LISL] Repository : 2006), hal.
“ Muladi, “Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana”. Op.Cit, hal 153
= Mahmud Mulyadi fbid. hal.12.
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undang-ufidang ada pada satu tangan yang sama, maka dapat membebaskan
diri dati kepatuhan terhadap undang-undang yang mereka buat

Morntesquieu mengungkapkan bahwa pemisahan fungsi eksekutif dap
legislature bertujuan untuk memberlakukan hukum bagi semua crang dan
fungsi kemerdekaan peradilan untuk menjaga supays hukum dan hanya
hukum yang berlaku. Apabila pengadilan yang digabung dengan legislature,
kehidupan dan kebebasan akan berada dalam suatu kendali yang dilakukan
sccara sewenang-wenang Bila pengadilan digabungkan dengan eksekutif]
“hakim dapat berperilaku kejam dan menindas® Dengan demikian, pemisahan
kekuasaan berfujuan untuk menjamin kekvasaan kehakimag yang merdeka
dan mencegah dari tindakan vang semena-mena. Adanya kebchasan
kekuasaan kehakiman bergantung kepada sdanya pemisahan kekuasaan negara
sesual dengan prinsip negara hukum.?

Hal penting lainnya dari kekuaszan kehakiman vang merdeka adalah
untuk menjamin sikap tidak memihak, adil, jujur, atan netral {npartiality).
Apabila kebebagan tidak dimiliki oleh kekuasaan kehakiman, dapat dipastikan
tidak akan besrsikap netral, terutmma apabila terjadi sengketa antara penguasa
dan rakyatl. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman skan terfamin, bila prinsip-
prinsip negara berdasarkan hukum terlaksana, >

Suatu negara hukum haros menjunjung tingsd harket dan martabat
manusia. 1a harus mempunyai ciri-ciri tertentu, seperti :

2. Pengakuan dan periindungan Hak Asasi Manusia.
b, Peradilan yang bebas dan tidak memihak,

H Geofrey Marshal, * Constingional Theary”, Loados, Oxford University Press, 1971,
hat.10. dalam kalimat, dalam H. Pontang Moeered B.M, “Pembentukan Hukum Melalui Putusan
Pengadilon Daiam Perkara Pidana™. (Bandung @ PT.Almni), 2008, hal. 20

* Montesquien dalam Bagit Manan, "Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia”
{Bmzm% : Puset Penerbit Universitas, LPPM Unisba), 19835, hal.2,

* 1, Pontang Moerad BM, *Fembentukan Hukuns Melalul Putusan Pengadilert Dalam
Perkars Pidanz”. (Bandung : PT.Alunni), 2065, hal. 20,

® Hagir Manan, “Momberdayakan Kelessssan Kehakiman® makaleh pada Seminar
Nasiotl upaya meningkatkan Fungsi das peranan Mahkamah Agung R Dalam mewujudkan
Kekuasann kehakiman yang Merdeka Berdasarkan Pancasils”, Bappenas-FH Unpad, Bandung,
April 1998, hal 3.
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¢. Legalitas tindakan negara/pemerintah dalam arti tindakan aparatur negara
yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukutn.?’

Ciri yang kedua menunjukan adanya peraditan yang bebas dan tidak
memihak sebagai salah saty unsur negara hukum. Cird ini sangat penting bagi
hakim dalam memetiksa dan mengadili suetu perkara yang dihadapkan
kepadanya, yang pada akhirnya dia hatus memberikan puhisan mengenai
perkara tersebut.

Peradilan yang bebas dan tidak memihak tersebut berada dalam
lingkup kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan,
guna menegakaﬁ hukum, dan menegakan keaditan.”® Segala campur tangan
dalam urusan pengadilan dilarang, kecuali dalam hal yang disebut dalam
Undang-Undang Dasar.”” Di dalam hukum pidana positip Indonesia, hakim
mempunyal kebebasan vang sangal luas usiuk memilih jenis pidana
{strafsoort} yang dikchendaki, sehubungan dengan penggunasn sistem
alternafif di dalam pengancaman pidapa di dalam undang-undang®® Hakim
tidak boleh menjatubkan pidana kepada seseorang, kecuali dengan sekurang-
kurangnya dua alat bukti yang sah. Ja sudah memperoleh keyakinan bahwa
suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah  yang bersalah
melakukannya.’! Hal ini menunjukan adanyz kemandirian, stan kebebasan
hakim dalam menjatubkan putusan. 1a bebas menentukan timbulnya keyakinaa
dalam diri berdasarkan alat-alat bukti yang dihadapkan ke muka sidang Di
Tuar kerangks itu, tidak boleh ada hal yang dapat mempengaruhi dirinya dalam
menjatuhkan putusan.  Hal ini menunjukan fungsi ulema hakim dalam
memberikan putusan terhadap perkara yang diajukuan kepadanya. Kebebasan
hakim merupakan wujud dari kebebasan kekuasaan kehakiman, walaupun
kebebasan hakim yang demikian itu, bukan tanpa risike. Atas nama kebebasan
hakim dapat menyalahgunakan kebebasannya dan dapat pula bertindak

sSewenang-wenang.

# K. Poniang Mocrad B.M, “Pembentukan Hukum Melalul Pulusan Pengadifan Dalam
Perkara Pidana®. (Bandung ; PT.Alumni), 2005, hal. 23,

# Dasal 24 UUD 1948, schagal perubaban ketiga (Dalam sidang tabunan MPR 2001).

* Pasal 4 Ayst (3) Undang-Undang No.14 zhua 1970, Jo Pasel 4 Ayat (1) Undang-
Undang No.4 tahun 2004 tentang kekuasaan Kebakiman. ;

¥ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Cit hal. 56.

3 Pasal 183 Undang-Undang No.8 tshun 1981 tentang Kitab Hukuwm Acara Pidana,
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Terkait dengan dampak disparitas pidana, selain pelaku tindak pidana,
salah satu pihak yang perlu diperhatikan dalam sistem peradilan pidana adalah
kotban tindak pidana Dampak dispatitas pidana tethadap korban tindak
pidana, dapat menimbulkan rasa apatis dan tidak mengharpai korban tindak
pidana kepada apatat penegak hukum, schingga melemahkan kepercayaan
masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.*

Pada sistem peradilan pidana pihak korban tindak pidana diwakili oleh
penuntut umimjaksa dalam menghadapi pihak pelako dalam suatu sidang
pengadilan pidana. Pihak korban dalam sistem peradilan pidana ini hanya
berfungsi sebagai saksi saja. Pihak korban harus membantu jaksa, polisi, dan
hakim (pihek pengnasa) dalam membenarkan, melepitimasikan tuduhan pihak
penguasa bahwa telah terutama mengganggy, tertib hukum yang antara lain
menimbulkan Juga kerugian pada pihak korban. ™

Arif Gosita berpendapat bahwa salah satu usaha penyelesasian
viktimisasi kriminal yaitu dengan victimogogi vang dilandasi oleh Ideclogi
Refribust, artioya korban tindak pidana menginginkan adanys suatu sistem
pernidanzannnys yang tegas i berdasarkan asas seorang pelaku harus
dihulum mengrut vf;var*af keseriusan _peiaﬁggéfé;lﬁfa‘ %z&zmtuju:mnya é;:ialah
menghukuin seseorang sesuai dengan berapa besar taraf kerugian yang telah
ditimbulkan oleh macam kejabatan tertentu pada masyarakat. Sejalan dengan
pandangan ini, ada keinginan untek menempatkan pihak korban pada
kedudukan vang lebih kuat dalam penpambilan dua macam keputusan
mengenal penuntutan dan penghukuman. Hal ini disebabkan, peradilan pidana
harus  memuaskan keinginan  yang bersangkutan mengenal  keadilan,
peribenaran moral atau pembalasan. Victimogogis yang diilhami oleh ideologi
retribusi, antara lain, yaitu perintah memberikan kompensasi, hak korban
untuk diberitahu mengenal penahanan, teduban, penampilan di pengadilan dan
penghuluman ™

2 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op.Ci, hal. 54.

BAHE Gosita, "Mafsahﬁz Korban Kejshatan®, {Jakarta : Badan Fakultas Hokum
Universitas Indonesia), 2007, tinl 155,

* Ihid, hal 235.
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Namun dalam kenyataannya sebagai subyek hukum, praktis peran
korban tidak lebih dari sebagai saksi yang pasif. Mal ini karena hak-hak
korban sebatas pada bantuan hukum, praperadilan, rehabilitesi, dan ganti
kerugian, Padahal, sesungguhnya korbanlah pihak yang sangat berkepentingan

denpan terselenggaranya peradilan pidana.

1.5 KERANGKA KONSEPTUAL

Hampir seluruh negara di dunia tak terkecuali Indoniesia, mengalami
aps vang disebut sebagai “the distrubing disparity of sentencing®. Yang
mengundang perhatian lembapa logislatif serta lembaga Iain yang terlibat di
dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.””

Menurut Muladi, pengeriian disparitas pidana (disparity  of
sentepcing) dalam hal ini adalah :

penerapan pidana yang berbeda-beda terhadap tindak pidana yang

samna (the same offences) alau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat

berbahayanya dapat diperbandingkan {(offences of comparable
seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas.”

. Harkristuti Harkosnowe berpendapat bahwa disparitas . pidans
berkenaan dengan adanya perbedasn dalam penjatishan pidana untuk kasus
yang serupa atau setara keseriusanpys, lanpa alasan atau pembenaran yang
jetas.*?

Dalam, membahas mengenar perbedaan dalam pemberian sankst
pidana, maka konsep pidana harus jelas, Menurut Witjone Prodjodikore
pidana berarti : hal vang dipidanakan, yaitu oleh instansi yang berkuasa
dilimpahkan kepadanya scorang oknum sebagai hal vang tidak enak
dirasakannya dan juga ha! vang tidak sehari-hari dilimpahkan.®Sedanglkan
Soedarto, menyatakan definisi pidana scbagal : penderitaan yang sengaja
dibebankan kepada yeng melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat
tertentu jtu,’

* Harlaistuti Harkeisnowo, Op. Cithal, §

% Muladi, Qp, Cit, hal, 106

37 Harkristutt Harkrisnowo, Op. Cithal. 7

B¥Wione Prodiodikorn, “Asas-Asas Hukum Pidasa di Indonesia®, {Bandung ; Refika
Adilatma, 2003), hal 1.

#  Soedarto, “Hukum Pidana”, Jilid 1A, {Semarang: FH UNDIP, 19753 hal 7.
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Disparitas pidana hampir terjadi pada setiap kasus tindak pidana,
termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumsh tangga. Undang-Undang
Notmor : 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Keketasan Dalam Rumah
Tangga yang telah disahkan pada tanggal 22 September 2004, saat ini sudah
berumur 4 tahun dan mulal digunakan sebsgai payeng bukum penyelesaian
kasus-kasns kekerasan dalam rumah tangpa. Undangundang tersebut
dianggap sebagai salah satu peraturan yang melakukan terobosan hukum
karena terdapat beberapa pembsharuan hukum pddana yang belum pernah
diatur oleh undang-undang sebelumnya.

Kekerasan berarti perihal vang bersifaf, bereiri kbas perbuatan sescorang atau
sekelompok orang yang menyebabkan cidera atau matinya orang iain atau
menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.®

Kekerasan (vielence) dalam bahbaza ingpris berarti sebagai gpatu serangan
atan invasi fisik ataupun integritas mental psikologis seseorang. Seperti yang
dikemukakan oleh Elizabeth Kandel Englander , bahwa :

“ in general, vivlence is aggresive behaviour with the intent lo cause
harm (physical or psychological), The word infent is central; physical

farm tkagl peeurs by accident, in the absence of intent, is not
L]

violence”.

. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata kekerasan pada umunurya dipahami
hanya menyangkut serangan fisik belaka . Selanjutnya pengertian kekerasan
secara yuridis dapat dilihat pada Pasal 89 Kiteb Undang-Undang Hukum
Pidana, vaitu :membuat orang pingsan ataw tidak berdaya di samakan dengan
menggunakan kekerasan. Pingsan diaikan hilang ingatan atau tidak sadar
skan dirinya. Kemudian, yang dimaksud tidak berdaya dapat diartikan tidak
mempunyai kekuvatan atau fenaga sama sekall schingga fidak mampu
mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi seseorang yang tidak berdaya itu

masih dapat mengetahui apa vang terjadi pada dirinya. Perbuatan kekerasan

# ¥ amus Besar Bakasa Indonesia {1988), hal 425,
# Elizabeth Kande! Englander, ® Undersianding Violence®, Mahwah, Kew Jersey :
Lawrence Fribaum Associate, Publishers Londos, 2803, hal.2. dainm Rika Sarsswati “Perempoan
dan Penyelesaian Kekerasan Dalasn Rumah Tanggs” , (Bandung :Citrs Aditya Baldi}, 2005, hal
43,
42 Mansour Fakih, “Perkosaan dan Kekerasan Pesspelaif Analisis Gender (Perempuan
Dialam Wacana Perkosaan), (Yogyakarte 1 PEKBI), 1957, halé.
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sepetti tersebut diatas dapat dikatakan penganiayaan, Penganiayan di dalam
KUHP digolongkan menjadi dua, yaitu : penganiayaan berat yang diatur
dalatn Pasal 354 KUHP dan pengardayaan ringan dalam Pasal 352 KUHP,

Kekerasan terhadap sesama manusia memiliki sumber atau alasan yang
bermacam-macam, seperti politik, keyakinan agama, rasisme, dan ideologi
gender, Salah satu sumbet kekerasan yang diyakind penyebab kekerasan laki-
laki terhadap perempuan adalah ideologi gender (jenis kelamin). Pengertian
gender adalah sifat vang nelekat, baik pada ksum leki-laki maupun
perempuan yang dikonsintksi, baik secara sosial maupun kultural, Kelcerasan
yang disebabkan oleh biss gender discbut jugs dengan gender-related
violence mempunyai macam dan bentuk ke jahatan ¢

1. bentuk pemerkosaan tethadap petempuan, termasuk pemerkogaan di
dalam perkawinan.

2. tindaken permukulan dan serangan fisik yang tegadi dalam rumah
tangea (domestic viclence), texmasuk tindaken kekerasan dalam
beniuk penyiksaan terhadap anak-anak. _

3. bentuk penyiksaan yang mengarah pada organ alat kelamin (geniral

!.z;;‘;i}aﬁoﬂ)‘..,._ i By L v

4. kekerasan dalam bentuk pelacuran {prosiisution)

5. kekerasan dalam bentuk pomografl.

6. kekerasan dalam  bentuk pemaksaan  sterilisasi dalam  keluarga
berencana (enforced sterilization).

7. kekerasan terselubung (molestation) berupa memepang  atau
menyentuh bagian terfentu dard tubuh perempuan dengan berbagai cara
dan kesemnpatan tanpa kerelaan si pemilik tubuh.

8.  tindakan kejahatan terhadap perempuan yang paling nmum dilakukan
masyarakat adalah pelecehan seksual.®

Menurat Pasal 1 Deklarasi  Penghapusan  kekerasan Terhadap
Perempuan yang dikeluatkan oleh PBB pada bulan Desember 1993, vang
dimaksud dengan kekerasan terhadap perempuan adalsh :

 mbid, him 17
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Perwujudan ketimpangan historis datd hubusgan-hubungan kekuasaan
antara laki-laki dan perempuan yang telah mengakibatkan dominasi dan
disktitninasi tethadap kaum perempuan oleh ketm lald-laki dan
hatmbatan bagi ketnajuan terhadap mereka.

Secara umum, tindak kekerasan terhadap perempuan sering pula berkaitan
dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampsk dad tiga
kategori sebagai berikut, Pertama, kondisi kemiskinan akan mengekibatkan
dilakukannya kekerasan, untuk penyaluran frostasi dan agresi diarahkan
kepada mereka yang lemah, yakni wanifa dan anak-anak. Kedua, dalam
musyarakat yang penuh instabilitas, budaya kekerasan akan berkembang
Ketiga, dalam masyarskat yang bergolak karena perang, kekerasan merupakan
bagian senjata yang digunakan untuk perang. .

Pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal {| Undang-
Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggs schenarnya adalah

Seliap perbuatan ferhadap seseorang terutama perempusn, yang
berakibat timbulnya kesengearaan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan /atau penelantaran rumash tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan
secara melawan hukum dalam lingkup rumsh tangea.

Darl definisi tersebut terlihat bahwa undang-urdang ini Gdek diberlakukan
semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, hanya saja selama ini fakta
menunjukan bahwa korban yang mengatami kekerasan dalam rumah fangga
ini sebagian besar adalah perempuan,
Kekerasan yang terjadi di dalam rumah fangpa, menurt Pasal 3 Undang-
Undang penghapusan kekerasan dalam Rurah Tangga meliputi
1 Kekerasan fisik

Yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka

herat.

* Muladi, Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana {(Hak asesi Manusia,
Politik dan systern Pecadilen Pidaps), Semerang, Badan Peperbif Universitas Biponegoro, 1997,
hal, 138139
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2. Kekerasan psikis
Adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya
diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dawatau

penderitaan psikis berat pada seseorang.
3. Kekerasan scksual
Meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang

yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, pemaksaan hubungan

seksual terhadap salsh secrang dales lingkup rumah fangganya dengan

orang lain untuk tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.

4. Penelantaran rumsh tangga.

1.6 METODE PENELITIAN

Metode penelitian diperlukan gupa menpumpulkan bahan-bahan yang

digunakan unfuk menjewab permasalshan yang teleh diramuskan. Adapun
siternatika adalah

1.6

162

Metode Penelitian

Mengacu pada permasalah penelitian yang dikemukakan di atas,
penelitian ini menggunakan penelitian yuz‘iéis sosiologis. Perzeliti#n
yuridis, terutama ditujukan untuk mengksii pengaturan kekerasan
dalam rumash tanggs serta k'eterkaitan antara peraturan perondang-
undangan dengan keputusan hakim. Adapun ruang lingkup penelitian
tesis ini hanya terhadap tindak p;idana kekerasan dalam rumah tangga
yang berupa kekerasan fisik.

Disamping v penelitian sosiclogls  dipedukan  umtuk
mengungkapkan schab.sebab teriadinya disparitas, dampak disparitas
pidana terhadap terpidana dan korban kekerasan fisik dalam rumsh
tangga  dan  kemungkinsn-kemungkinan  dslam  konteks
penanggulangan perbedaan putusan pengadilan atau perbedaan pidana,
Yenis dan Sumber Data

Data yang digunakan untuk melengkapd dan menerangkan lebih
lanjut mengenad penelitian int diperoleh dari dua sumber, yaitu ©
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1. Dsta sekunder, berupa data yang diperoleh dari berbagai literatur
mengenai masalah yang betkaitan dengan dispatitas pidana dan
tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggas. Literatur yang
digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari buku-buku, peraturan
perundang-undangan, rancangan peraluran perundang-undangan,
serta bahan-hahan lainnya dari infetnet,

2. Data ptimer melalui penelitian lapangan yvakni melakukan kegiatan
wawancara dengan pihak-pihak terkait dengan penelitian ini, antare
lain 5 (lima) juksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung, § (lima) Hakim dari Pengadilan Negeri Klas 1A Tanjung
Karang di Bandar Lampung, Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Tanjung Karang di Bandar Lampung dan Akademisi. Penulis juga
melskukan kegialan wa;waacara mendalam terhadap terpidana
kasus kekerasan dalam rumah tangge vang masih menjalani masa
hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Karang dan korban
kasus kekerasan dalam rumah tangga vang kasusnya telah diputus
oleh Pengadilan Wegeri Klag IA Tanjung Karang di Bandar
Lampung, Wawancara ini dilakekan untuk mengetahui pandangan
serta dasar pertimbangan tuntutan jaksez dalam peskara tindak
pidana kekerasan dalam rumah tanggs, pandangan hakim tentang
kekerasan dalam rumsh tanggs dengan perbedsan penjatuhan
pidana dalarn  putusanmya, pandangan petugas  lembaga
pemasayarakatan dengan adenya  disparitas pidana dikaitkan
dengan pembinaan narapidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan,
pendapat akademisi tentang disparitas pidana, serta upaya apa yang
dapat dilakukan untuk memecahkan masalah disparitas pidana dan
juga ontuk dapat mengetehui dampak disparites pidana terhadap
terpidana maupun korban kasus kekerasan dalam rumah fangga.
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1.6.3 Penyajian dan Analisis Data

Data primer dan data sekunder yang dipetoleh disusun secara
sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, Penelitian ind
dilakukan dengan mempelajati perundang-undangan dan penerapan
perundang-undangan dalam prakiek, apabila terdapat data-data yang
berupa data kuantitatif akan disajikan dan dibahas secara kualitatif.
Analisa kualitatif dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi data
vang dipercleh secara mendalam dan menyeluruh untuk menjawab

~p&masaiahan dan memperoieh kejelasan terhadap permasalaban di

dalam penclitian ini.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN
Penelitian ini dituliy dalam bentuk dan susunan sebagai beriloat:

Bab i

Bab i1

Bab 111

PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan mengenal 1atar belakang permasalahan,

rumiusan  permasalahan,  tujuan  penelitian,  kegunaan

penelitian, kerangka teord, kerangka konseptual, dan metode
yang digunakan dalam penelitian ini serta sisternatika
penulisan penelitian,
TINDBAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DAN PENEGAKAN HUKUM Bl
INDONESIA
Bab ini menguraikan tentang latar belakang pengaturan
tindak pidana kekerasan dalam rumsh tangga, kekerasan
dalam tumah tangga yang diatur dalam Undang-undang
No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumab Tangga, pelaku, korban kekerasan dalam rumah
tangga, dan penegakan hukum di Indonesia, serts disparitas
pidana dalam penegakan hukwmn di Indonesia.

: . TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DI WILAYAH BANDAR LAMPUNG
Bab ini menggambarkan tentang kekerasan dalam rumah
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tangga secata umum di Bandar Lampung, setta penyajian
datz yang meliputi putusan perkara tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga yang telsh diputus oleh Pengadilan
Negeri Kias 1A Tanjung Karang di Bandar Lampung setelah
diberlakukannya Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggs, yaitu dalam
kurun waktu tahun 2006-2008. Pendapat aparat penegak
hukum, akademisi, terpidana dan  kotban  mengenat
penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah
tangga.

Bab 1V @  ANALISIS TENTANG PENGENAAN SANKSI
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA
Bab ini berisi analisis teshadap temuan lapangan guna
mendapatkan jawaban mengenal sebab terjadinya perbedaan
sanksi pidena terhadap pelsku tindak pidana kekerasan
dalam rumah taziggz di wilayah Bandar Lampung, dampak
disparitas pidana terhadap terpidana dan korban kasus
kekerasan dalam rumah tangga serta wpaya apa yang dapat
ditakukan guna mengurangi ferjadinya disparitas pidana
tersebut.

Bab v :  PENUTUP

Bab teralhir ini menguraikan kesimpulan yang diperoleh
dari analisis penclifian yerta saran-saran yang munpkin dapat
digunakan dalam pembabaruan hukum pidana di Iclonesia
khususnya mengenai disparitas pidana dalam tindak pidana
kekerasan fisik dalam rumah tangga.

Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH Ul eflsersitas Indunsgla



22

BAB 11
TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DAN PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

2.1 Tindak Pidana Koekerasan Dalam Rumah Tangga
2.1.1 Latar Belakang Pesmgaturan Hukum Pidana Kekerassan Dalam
Humah Tangga
Konstitusi Indoniesia telah secara tegas memberikan perlindungan
hak-hak asasi manusia terhadap tindakan diskriminesi, schagaimana
disebutkan dalam Pasal 28A menentukan bahwa “Setiap orang berhak
untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.
Pasal 288 Ayat (1) berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga
dan melanjutkan keturunan wmelalui perkawinan yang sah”, Pasal 288
Ayat (2} menentukan babwa “Sefiap angk berhak aias kaiangsm%gan
hidup, tumbub, dan betkembang serta berhak atas perlindungan dari
kekerasan dan diskrimioasi’, dan Pasal 28G Avat {1} bahwa “Setiap
orang behas alas perlindungan dirf pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harls benda yang dibawah kekuasammnys, serta berhak
atas rasa aman dmn perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat
atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasinya”.™®
Dalam rangka periindungan Hak Asasi Manusia dan perlindungan
tindakan diskriminasi terhadap perempuan, Indonesiz pun  telab
meraftifikasi Konvensi Perserikatan Banpsa-Bangsa (PBB) Tentang
Penghapusan  Segala  Bentuk Diskriminasi  Terhadap Wanita  (

Convention On the Elbnination of All Forms Discrimination Againts

B pudjing, “Implementast Undang-undang Nowmor 23 Tabun 2004 Tentang Perghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tanpge Svofu Tunfangas Menuju Sislem Hukum Yang Responsif
Gender”, {Jakaria : Jumal Lagishst Indonesia vel3 Mo3, Dieekiorast Jendrst Peraturan
Perondang-undangan Deparfemen Hukurn Dae Hok Asast Magusia R, 2008), hal4g,
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Women/ CEDAW) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984.
Konvensi tersebut, pada dasamya juga mewajibkan kepada setiap
negara pihak untuk melakukan langkah-langkah yang tepat, termasuk
pembuatan undang-undang di semua bidang, khususnya bidang politik,
sosial, ekonomi, dan budaya, untuk menjamin perkembangan dan
kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan untuk menjaimin
mereka melaksanakan dan menikmati hak-hak asasi manusia dan
kebcbasan-kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-l1alki.
Namun kenyataan menunjukan semakin meningkatnya angka kekerasan
dalam rumah tangga yang dilaporkan terjadi di Indonesia. Undang-
undang yang ada selama iui termasuk Undang-Undang nomeor 1 tahun
1974 tentang Perkawinan temyata belum mampu melindungi kaum
perempuan di ranah domestik sehingga perlu ada undang-undang yang
mengatur hubungan suami isteri atau orang tua-anak dalam keluarga,
atau antara anggota keluarga dan orang yang turut tinggal dalam rumah
tangga tersebut, khususnya bila terjadi kekerasan di dalamnya.*”

Selain itu, ketentuan-ketentuan yang mengatur masaliah kekerasan
di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum mcmbcrikan
perlindungan yang memadai bagi korban kekerasan karena kekerasan
yang dimaksud dalam KUHP hanya ditujukan pada kekerasan fisik,
seperti yang dirumuskan dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Rumusan
tersebut belum menjangkau bentuk-bentuk kekerasan selain kckerasan
fisik, seperti emosional/psikologis, ekonomi, dan seksual. Kcterbatasan
lain dalam KUHP adalah tidak adanya pidana minimum sehingga
seringkali hukuman yang dijatuhkan oleh hakim tidak sesuai dengan
harapan korban. Seperti ketentuan Pasal 351 Ayat (1), Ayat (2), Ayat
(3) KUHP yang sering digunakan untuk menjerat pelaku kekerasan
dalam rumah tangga, mengatur hukuman selama 2 (dua) tahun 8

(delapan) bulan sampai dengan 7 (tujuh) tahun pidana penjara bagi

¥ Rika Saraswati, Op.Cit. hal. 210.
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pelaku penganiayasn. Dalam kenyataannya, hal ini menyebabkan
terjadinya disparitas penjatuhan pidana.®

Selanjutnya, KUHP hanya mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan
dalam bentuk pidana. Belum ada sistem pengaturan sanksi yang lain,
misalnya perintah perlindungan atau perintah pembatasan  gerak
sementara yang bisa dikeluarkan oleh pengadilan untuk membatasi
pelaku melakukan kekerasan atau penyediaan bentuk terapi yang
diwajibkun atas diri pelaku. Minimnya pengaturan sanksi dalum KUHP
menimbulkan dilema bagi perempuan karena bukum dan budaya telah
memposisikan dirinya secara skonomis bergaptung pada suaminya
Akibatnya, tidak mengherankan apabila banyak perempuan korban
kekerasan dalam rumah tanggs lebih memilih diam dan tidak menunfut
suaminya ke Pengadilan. Apabila perempuoan korban kekerasan dalam
rumah tangga meianjotkan kasusnya ke proses pidana, tidek jorang
tuntutan tersebut ditarik kembali karena posisi suami sebagal pencars
nafkah daripada kepentingan keselamatan jiwanya."!

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah saatnya perlu disusun
peraturan yang jelas dan tegas mengatur masalah kekerasan dalam
rumah tapggs, dengen memperhatikan berbagai situasi perempuan dan
segala kepentinganniya, Perubahan pemikiran bahwa kekerasan dalam
rumah  fangga tidsk hanya diartikan sebagai kekerasan  techadap
pasangan {suami atau istri), tetapi juga meliputi anggota kelvargs Iain.
Hal ini didasarkan pada fakta vang ada bahwa kekerasan dalam romsh
tanggz tidak hanya menimpa pasangan {svamifistrd), fetapt juga
menimpsa atau berdampak, baik secara psikis maupun fisik pada anggota

keluarga yang fain terotama anak-anak.**

® Ihid hal.212. -

4 Ninik Rahayw, “Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangps Dan Upaya Pemeouhsn Hak-hak Korban®, {Jakarta ; Jurnal Lagisiasi
Indonesia vol.5. No.3, Direkiorat Jendral Peraturan Perundang-undangan Depariemnen Hukum Dan
Hak Aspsi Manusia R, 2008}, bal 69,

“ PBedan Pusat Statistik dan Kementran MNegara Pemberdavasn Perempuan, Survey
Kekerasan Techadap Perompuas dan Ansk Tahus 2000 %, (akarts :Badan Tusat Statietil, 2000},
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Perubshan pemikiran diperlukan untuk memaehami bzhwa
kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap kemanusiaan
dan kekerasan dalam rumah tangpga bukanlah urusan pribadi sehinpga
diperlukan peraturan khosus, melalui “reformasi hukum”, vakni
pembaharuan sistem hukum secara mendasar dengan memperbaiki apa
yang dipandang salah dari sistem hukum tersebut agar menjadi benar
dan lebih baik dalam rangka mewujudkan cita-cita kehidupan
Lermasyarakat, berbangsa dan bernegara, yaitu dengan disahkankannya
Undang-Undang Nomor 23 Tshun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada tanggal 22 September 2004.4

2.1.2 Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tindak pidana kekerasan dalam tumah tangga diatur dalam Pasal
44 sampai dengan Pasal 53 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangpa yang merupakan
ketentuan khusus.

Walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang
Peuéhapﬁsan Kekerasan-Dalam Rumah szggﬁ bahwa tiﬁdak pidana
yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan. akan tetapi tidak periu
disangsikan lagi semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut
merupakan kejahatan. Alasannya, bentuk kekerasan terutama kekerasan
dalam rumah fangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan
kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dao hentuk diskriminasi vang

harus dihapus. i

Datarn Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia pada Pasal { batir 1 disebutkan bahwa :

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada
hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang waiib dihormati,
dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah,
dan sctiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan
martabat manusia,

¥ A.A. Oks Mahendre, * Reformasi Pembangunan Hukum Dalam Perspekiif Peratursn
Perundang-undangaan *, {Jakaria ¢ Departemen Hulcum dan Hak Asasi Manusia, 2006), hal. 74,
* Riks Saraswati, Op.Cit. hal. 208,
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Atas dasar tersebut maka hak-hak asasi vang melekat pada
seseorang, misalnya hak ontuk hidup, hak wntuk tidak disiksa, hak
kebebasan pribadi, hak untuk pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan hak
persamvigan dimuka hukuem, dan hak untuk tidak dituntut atas dusar
hukwm yang berlaku surut adalah hak asasi manusia vang tidak dapat
dikurangi dalam keadaan apapun Gan oleh siapapun harus dihormati dan
dilindungi. Jika tidak, terjudilah pelanggaran hak asasi manusia. ™

Pelangparan hak asasi manusia, menurot Pasal 1 butir 6 Undang-
Undang Hak Asasi Manusia adalah :

Setiap perbuatan seseorang atau kelompok termasuk aparat
negara, baik disengaja maupvn fidak disenpaja atau kelalaian
yang secara melawan  hukum  mengurangi, menghalangi,
membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau
kelompok orang yang dijamis oleh undang-undang ini, dan fidak
mendapatkan, atau  dikhawatirkag  tidak  akan memperoieh
penyelesaion hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme
hukum yang berlaku.

Berdasarkan keteatuan-ketentuan tersebut maka penganiayaan
dan kekerasan yang mengurangi hak-bak ssasi manusia adalah
kejahatan. Artinya, jika terjadi kekerasan dalam rumah tangga, harus
diakui sebagai bentuk kojahatan pula terhadap kemanusiaan seseorang, ™

Di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerssan Dalam
Rumah Tangga, kelompok kejahatan di bidang kekerasan dalam umah
tangga terdid atas: kejahatan yang menyangkut kekerasan  fisik,
kejahatan kekerasan psikis, kejahatan kekerasan seksual, dan kejahatan
penelantaran rumah tangga. Disamping ancaman pidana pokok yang
meliputi  pidana  penjara  atan  pidana  denda, Undang-undang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga juga mengatur pidana

tambahan berupa :

“ Rita Serena Kalibongso, * Kekerasan Terhadap Peremipuan Dalam Rumab Tangga
Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia”, [ Jakarla : Kelompok Kerja “Convention Watch™ Pusat
Kajian Wanita dan Gender Universitas Indonesia, 2000), hal 107,

% Lihat penjelasan Undang-Undang RI Nomor 23 tahon 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Romah Tongey,
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a. Pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjachkan
pelaku dari korban dalam jarak dan wakiu tertentu, maupun
pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.

b. Penetapan pelakue mengikoti program  konseling di  bawah

pengawasan lembaga terteatu ¥’

2.1.3 Pelaku Tindak Pidans Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Undang-Undang Nomor 23 tshun 2004 tidak mengatur secara
khusus jends pelaku tindek pidans kekemsan dalom rumeh tangga,
karena fujuan diberlakukanmmya undang-undang ini, tidaklah semata.
mata untuk kepentingan perempuan sgja, tetapi untuk semua orang dan
mereka  yang mengalami  subordingsi. Pihak  yang  mengalami
subordinasi dalam kenyataannya bukan hanya perempuan, baik yang
dewasa maupun anak-unak, melainkan juga laki-lald, batk dewasa
meupun anak-znzk. Hanya saja seloma ini fakta menunjukan bahwa
korban yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga ini sebagian
besar adalah perempuan.’® Undang-undang ini mengatur mengenai
beberapa jenis tindak pidana kekerasan dalam rumah tanggs, yang
meliputi
1. Kekerasan fisik dalam bentuk pemukulan dengan tangen maupun
benda, penganinyaan vang memberikan rasa sakit, jstub sakit, atau
tuka berat, pengurongan, pemberian beban kerja yang berlebihan,
dan pemberian ancaman kekerasan.
2. Kekerasan psikis adalah perbuatan vang mengakibatkan ketakutan,

hilangnya rasa percaya diri, hilangnys kemampuan usatuk

¥ Lihat Pasal 50 Usndang-Undang RI Nomor 23 Talun 2004 tentang Penghapusan
Kekerusan Dalam Rumah Tangga,

# SQuchafer,], and Caslancl , “Rates of Intimate Pamer Viclence in the United States™,
American Journal of Public Health |, in Elizabeth Kandel Englender. Undersianding Violente,
{Mabwah-New jersey: Lawrence Eelbour Associate, Publishers Jondon, 2603) hal 26,

¥ Lihat, Pasal 6 Undang-Undang RI Nomer 23 Tabun 2004 Tentang Peoghapusan
Kekernsan Dalam Rumah Tangga,
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bertindak, rasa lidak berdaya, dan/atau penderitasn psikis berat
pada seseorang,”

3. Kekerasan penelantaran rumah tangga melalul tindakan tidak
memberi nafkah lahir kepada keluarga, pembatasan penggunasn
kevangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak ontuk
kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja
dan sehagainya.”’

4. Kekerasan seksval dalam bentuk pelecehan seksual vang paling
ringan, termasuk pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain

untuk tojuan komersial dan/atau tujuan tertents hingga perkosagn >

Namun yang paling sering terungkap henvalah 3 jenis tindak
pidana kekerasan dalam rumah tangea sala, vakni pelaku tindak pidans
kekerasan dalam mmmah tangges vang berkedudukan sebagal pelaku
kekerasan secara fisik, kekerasan secara psikis atau kekerasan secara
seksual, hal tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1),
Pasal 45 ayat (1), serta Pagal 46, yang dijelaskan dibawah ini;

Pasal 44 Ayat (1} UU Neo. 23 Tahun 2004 melarang melakukan
perbuatan  kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga, encaman
hukumannaya adalah penjars maksimal 5 tahun atau denda makshmal Rp
15.000,000,~ {(lima belas juta rupish). Pasal 44 Avat (3) UU No. 23
Tahun 2004 mengetur dalam  hal perbuatan  kekerasan  fisik
mengakibatkan korban jatuh sekit atan fuka berat, dipidana penjara
maksimal 10 {sepuluh) tshun atau deada maksimal Rp.30.0000.0000,-
{tiga puluh juta rupiah), Pasal 44 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2004
menentukan apabila perbuatan kekerasan fisik tersebut mengakibatkan
matinya korban, dipidana dengan pidana penjara maksimal 15 {lima

belas) tabun atau denda maksimal Rp.45.000.000,- (empat pulvh lima

# Lihat, Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 23 Tshun 2004 Tentwng Penghapusen
¥ekerasan Dalars Rumsh Tangga,

% Lihat, Pasel § Undupg-Undanp BRI Nomor 23 Tzhun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Romsh Tangga.

2 Likat, Pasal & Undaog-Undang BRI Nomor 23 Tahun 2004 Tenlang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
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juta rupish). Sedangkan Pasal 44 Avat (4) Undang-Undang No. 23
Tahun 2004, dalam hal perbuatan kekerasan fisik yang difakukan oleh
suami terhadap isteri atau sebaliknys yang tidak menimbulkan penyakit
atau halsngan untuk menjalankan pekerjgan  jabatan atan mata
pencaharian atay kegiatan sehari-hari, dipidana dengen pidana penjara
maksimal 4 {empat) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,-
(lima juta rupiah).

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 melarang
seseorang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah
tangga, dan mengancam perbustan tersebut pidana maksimal 3 {tiga)
tahun gtay denda maksimal Rp 9.000.000,- {sembilan juta rupish).
Sedangkan dslam hal perbuatan kekerasan psikis tersebut dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya vang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untek menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
fﬁencaﬁariaxmya atau kegiatan sehari-hari, dipidana penjars maksimal 4
{empat) bulan dan denda maksimal Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Pasal 46 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 melarang
melakukan perbuatan kekerasan seksual yaitu dengan cara pemaksaan
hubungan scksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam
lingkup rumah tanggs tersebui, dipidana dengen pidana penjara
maksimal 12 (dua belas) tahun atau denda maksimal Rp.36.900.000.-
{tiga puluh cnam juta rupiah). Sementara di dalam hal perbualan
memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganys melakokan
hubungan seksual dengan orang laln untuk tujvan komersial dan/atac
unfuk fujuan tertentu, dipidana penjara minimal 4 {empat) tahun dan
pidana penjara maksimal 15 {lima belas) tahun atan denda minimal
Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) ataw denda maksimal
Rp.300.000.000-, (tiga ratus juta rupiah}. Apabila perbuatan kekerasan
scksual tersebut mengakibatkan korban meodapal luka yang tidak
memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya
pikir ata& kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggn terus
menerns atau 1 {satw) tahun tidak berturut-turul, gugur atau matinya
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janin dalam kandungan ,atau mengakibalkan fidak berfungsinya alat
reproduksi, dipidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan pidana penjara
paling lama 20 {dua puluh) tehun atau denda minimal Ryp. 25.000.000,-
{dua puluh lima jula rupish) dan denda maksimel Rp.500.000.000, -
{lima ratus juls rupiah).

Selain ketiga pasal tersebut, yang memuat ancaman pidana bagi
pelaku dalam tga peran atau kedudukan yakni sebagai melakukan
kekerasan fisik, psikis dan seksnal, sebenamya masih ada lagi ancaman

. pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangpa dalam
peran yang lain, yakui diantaranya pasal yang memusat ancaman pidana
hagi seseorang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah
tangeanya. Padahal menurut hukem vang berlaku baginya atau karena
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan,
atau pemeliharaan kepada orang tersebut dan penclantaran tersebut juga
berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di
dalam atau di luar rumah schingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut. Pelaku kekerasan dengan cara penclantaran rumah
tanppa dipidana penjara maksimal 3 {tiga) tahun atau denda maksimal
Rp.15.000.000 -(lima belas jula rupiah). Akan tetapi hanva ketiga jents
pelaku fersebui sajalah vang perkaranya lebih banyak zampai ke

pengadilan.

2.1.4 Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2003, disebutkan
bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang vang
mengalami kekerasan dandatau ancaman kekerasan dalam lingkap rumah
2imgga,53
Dari busyl pesal tersebut terlihat bahws undeng-undapg ini
diberlakukan tidak semata-mata untuk kepentingan perempuan saja, tetapi

untuk semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi, Pihak yang

% Iihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangpa,
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mengalami subordinasi dalam kenyataannnya bukan hanya perempuan,
batk vang dewsasa maupun anak-anak, melainkan juga laki-laki, baik
dewass maupun anzk-anak. Hanya saja selama ind fakia menunjukan
bahwa korban vang mengalami kekerasan dalam rumah fangga sebagian

besar adalah perempuan.™

Salah satu penyebabnyz adalah budaya
masvarakat Indonesia yang patdakhial dimana sebagas suatu struktue
komunitas bahwa kaum lelaki yang memegang kekuassan dipersepsi
sehagai suatn strukiur yang menderopasi perempuan, varpg  dalain
kenyataannya tergambar baik dari kebijakan pemerintah maupun dalam
perilaku masyarakat. Dengan demikian korban tindak pidana kekerasan
dalam rumah tangga teretama perempuan pertu mendapatkan perhatian
dan perlindungan khusus, karena jika dikaitkan dengan ise tindak
kekerasan terhadap perempuan, derita yang dialami perempuan baik pada
seat rmapon sstelah terjadi kekerasan pada kenyatasmnya jach lebih
traumatis dari pada yang dialami laki-lalki.”

Palam kaitannya dengan peclindungan terhadap korban, Undang-
Undang Penghapusan Kekerasen Dalam Rumah Tangga telali mengakul
hak-hak korban kekerasan dalam rumah tangga, seperti vang diatur pada
Pasal 10 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tanggs
yang berbunyi ¢ -

Korban berbak mendapatkan ¢

a. Perlindungan dari pihak kelvarga, kepolisian, kejaksaan,
pengadilan, advokat, lembaga sesial, atau pikak lainnya, baik
sementara maupun berdasarkan penetapan perintah periindungan
dari pengadilan.

b, Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan media ;

¢. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban,

d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada
setiap tingkalt proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

e. Pelayanan bimbingan rohani.

¥ Rika Samawati, Op.Cithal 19

# Harkristati Harkrisnowo, “Hukum Pidane Dan Kekerasan Terhadap Perempuan dalam
bukn  kumpslan keeanpan Achie Sudiani  Luhulims,“Pemahaman Reslule-Bestuk Tiadak
Kekerasan Terhadap Peremmpusn Dap Alternatif Pemecabannye”, (Kelanpok Kerja “Convention
Waoth” Pusat Kajlsn Waniia Dan Jender Usiversitas Indonesia, 2000 ), hal 77,
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Dengan demikian, perlindungan hak-hak korban pada hakikalnya
merupakan bagian darl perlindungan hak asasi manusia. Korban
membutuhkan perlindungan agar hak-hakoya terpenvhi karena selama ini di
dalam sistern peradilan pidans 4i Indonesia hak-hak korban kurang
terlindungi dibandingkan dengan hak-hak tersangka.

Menurut Muladi, korban kejahatan perlu dilindungi karens ;

Pertama, masyarakat dianggep sebagai suatu  wujud  sistemn
kepercayaan yang melembaga (spstem of instituiionalized truse),
Kepercayaan ini terpadu melalui norma-norma yang diekspresikan di
dalam .struktur kelembagaan, seperti kepolisian, kejakssan,
pengadilan dan scbagainys. Terjadinya kejahatan atas dirl korban
akan bermakna penghancuran sistem kepercayaan tersebut schingga
pengaturan hukum pidana dan hukum lgin yang menyangkut korban

akan berfungsi scbagal sarana pengembalian sistem kepercayaan
tersebui.

Kedua, adanya argumen konirak sosial dan solidaritas sosial kerena
negara boleh dikatakan memonopeli selurvh reaksi sosial terhadap
kejshatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi
Oleh karena itw, jika terdapat korban kejahatan, maka negara harus
memperhatikan  kebutuhan  korban  dengan  cara  peningkatan
pelayanan maupun pengaturan hak.

Keltiga, perlindungan korban yang biasanya dikaitkan denpan salab
satu tujuan pemidanaan, yaitu menyelesaikan konflik. Dengan
penyelesaian konflik yang ditimbulkan oleh adanya tidek pidana
akan memubihkan keseimbangan dan mendatengkan rasa damai
dalain masyarakat,*®

2.2 Pencgakan Hukom di Indonesia
Penegakan hukum bokanlsh semaiz<nata berarti pelaksansan
perundang-undangan, walaupun di  dalam  kenyataan di  Indonesia
kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement
begitu popular. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan
penegakican hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim, ¥

% Muladi, * Perfindungan Korban Dalem Sisitem Peradilan Pidana dalam buky kignpulan
karangan : Hek Asasi Manusia, Politk Dan Sistem Peradilan Pidana, { Semarang © Badan penerbit
{niversitas Diponegoro, 1897} hal 172,

* Soerjono Sockanto,"¥Faktor-fakior Yang Mempengaruhi Pencgakan Hubum®, {Jakacta
CV. Rajawali, 1986}, hal 5,
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Soerjono  Soekanto  berpendapat bzhwa penegakan  hukum
dipengaruhi oleh beberapa hal yakni :
a2, Faktor hukumnya sendiri, dalam halini {ialah Undang-undang.
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk
maupun menetapkan hulum;
c. Faktor sarana atau fasilitas vang mendukung penegakkan hukurg;
d. Fakitor masyarakat, yakot lingkungan dimans hukum tersebut
berlaku stau diterapkan;
e Faktor kehudavaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa
yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena
merupakan esenst dati penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari

efektivitasnya penegakan hukum.>®

2.2.1 Bistem Peradilun Pidana
Ricara mengenai penegakan huokum, tidak terlepas dari apa
ya;g dinamakan Sistem Peradilan Pidana. Hal tersebut disebabkan
penegakan hukum adalah suatu rangkaian yang fidak terpisahkan
antara  ingtansi  kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga
pemasyarakatan, serta tidak terlepas juga darl peran masyarakat
scbagar salah satu sub sistern sistem peradilan pidana, disamping
lerdapul penasehat hukem
Sism peradilan pidana (criminad justice S}{fze;;z} adalah sistem
dalam suntu masyarakat univk menanggulangt masaiah kejzhatan,
Menangpulangl berarti disini adalah usaha unfuk mengendalikan
kejshatan agar berada dalam batas-baras toleransi masyarakat. Sistem
ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan maupun
kelnhan masyarakat vang menjadi korban kejahatan dapat
diselesatkan, dengan diajukannys pelaku kejahatan ke sidang
pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapat pidana >
Disaroping itu sistem juga bertugss univk mencegah terjadinya
korban kﬁjﬁhii-iaﬁ meupun mencegah bahwa mercka yang sedang

ataupun telah selesai menjalani pidana tidak wmengulangi lagi

% Ibid, hal 8-9.
% Mardjono Reksodiputro, Hak dsasi Manusia dalam ... Op,Cit., hal 84,
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perbuatan mereka yang melanggar hukom itu, Oleh karenanya tujuan

sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai :

a. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan |

b. menyelesatkan kasus kejahatan yang terjadi, sechingga masyarakat
puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
séria;

c. mengusahakan agar mereka yvang pernah melakukan kejahatan
tidak mengulangi lagi keiahatunaya %

Gambaran di . atas adalah apa yang paling terlihat dari dan
dibarapkan oleh masyarakat. Dalam mencapai tujuan dari sistem
peradilan pidana, keterpaduan dalam sistem hares dilakukan dengan
eral antara subsistem dalam sistem peradilen pidapna. Apabila
keterpaduan antara sub sistem tidak dilakukan dengan erat dalam
sistem peradilan pidana, maka dapat timbul 3 kerugian seperti
dijelaskan oleh Minoru Shikita, yang mengaiukan yakai:

a. it s often difficult for component agencies to assess the
sticeess or failure of thelr own policies and practices in
isolation, because they impact en one another. Feilure or
snccess Is offen felt more by other agencles than the
partictfar one

b, Uit is offen difficidt for the respective agencies to solve
their most serions probiems by themselves .

¢ . the responsibility for effective administration of justice
is so dilwted among various ngencies that each agency
tends not to be sufficiently concerned with the overall
effeciivencss of the total criminal justive adminisiration.
Moreover, there has Been insufficient effort to aysess the
gffectiveness of the administration of justice us a whole or
to view systematically each agency's responsibility in
regrard to success or failure of the sysiem as an entirety.”

Yang diartikan sebagat:

a. RKesukaran dalam menilai sendini  keberhasilan  atau
kegagalan masing-masing instassi, schubungen dengan
fugas mercka bersama;

@ Thid, hal 83

¥ Minorm Shikifa, “Integrated Approach to Effective Administration of Criminal and
Juvenile Justice”, dalam Merdjono Reksodiputre, “*Kriminologi Dajam Sistern Peradilan Pidana
Kumpulan Karangan Buku Kedva®, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
Lembaga Kriminologi Universilas Indonesia, 2007, hal 144,
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b. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah
pokok masing-masing (sebagai sub sistem dari sistem
peradilan pidana);dan

c. Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering
kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu
memperhatikan  efektivitas menyeluruh  dard  sistem
peradilan pidana.®?

Jawaban terhadap kerugian-kerugian di atas adalah perlunya

keterpaduan kerja dalam sistem peradilan pidana,®

dinyatakan oleh Menteri Kehakiman Ali Said:

sebagaimana

“Sebagaimana telah saya uraikan sebelumnya mengenai
perlunya tenaga-tenaga professional sistem Peradilan Pidana,
maka adanya satu tujuan yang dihayati bersama oleh unsur-
unsur dari sistem, merupakan ciri utama dari suatu sistem
peradilan pidana yang bekerja dengan baik. Kita tidak akan
dapat mengharapkan sistem yang bekerja dengan baik itu,
apabila tidak ada keterpaduan dalam kegiatan unsur-unsur
tersebut. Dalam kebhinekaan fungsi masing-masing unsur
sistem, maka penghayatan yang sama tentang tujuan sistem
peradilan pidana inilah yang akan membuktikan keterpaduan

dari berbagai unsur tersebut”.®

Tujuan sistem peradilan pidana baru selesai (tercapai) apabila
si pelanggar hukum telah terintegrasi dengan masyarakat dan hidup
sebagai warga yang taat pada hukum. Dalam rangka pemikiran- ini
perlu diperhatikan salah satunya adalah mcncegah terjadinya
disparitas (perbedaan yang besar) dalam pidana yang dijatuhkan
untuk perkara yang serupa, agar terpidana tidak merasakan dirinya
diperlakukan secara tidak adil dan menimbulkan rasa permusuhan
terhadap komponen-komponen sistem peradilan pidana, termasuk

lembaga pemasyarakatan, yang akan menyukarkan pembinaannya,®*

62 Mardjono ReksodiputreHak Asasi Manusia...,Op.Cit., hal.85.

63 Mardjonc Reksodiputiro, “Kriminelogi dan Sistem Peradilan Pidana...,Op.Cit. hal 142.

6% Ali Said, sebagaimana dikutip dari Laporan Singkat Seminar Bersama UNAFEI Jepang,
Babinkumnas Departemen Kehakiman RI, Jakara, Maret 1984, hal 34, sebagaimana dikutip pula
oleh Mardjono Reksodiputro dalam “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpuian
Karangan Buku Kedua”, (Jakarta : Pusal Pelayanan Keadilan dan Penpabdian Hukum Lembaga
Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal 142.

® Mardjono Reksodiputro, “Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana..., Op.Cit, hal 146,

Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH Ul, 2009 Universltas Indonesla



36

2.2.2 Peran Masing-Masing Sub Sistem Peradilan Pidana

2.2.2,1 Peran Sub Sistem Kepolisian

Sistem peradilan pidana yang digariskan Kitab Undang Undang
Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sistem terpadu
(integrated criminal jusfice system). Sistem terpadu terscbut
diletakkan berdasarkan prinsip differensiasi fungsional di antara
aparat penegak hukuro sesuai dengan tahap proses kewenangan yang
diberikan wndang-undang kepada masing-masing aparat penegak
hukurm.

Seperti yang dikatakan, Polri menduduki posisi scbuagai
penegak hukum sesuai dengan prinsip diﬁ"ezenéiasi fungsional yvang
digariskan KUHAP. Kepada Polri dibedkan peran {role} berupa
keluasaen uwmm inenangani kriminal {general poficing authority in
eriminal matter) di seloruh wilayah negara. Dalam melaksanakan
kewenangan tersebut Polnt berperan melakukan peopendslian
keiahatan {(crime conirel} dalam bentuk investigasi- penangkapan-
penshanan- penggeledahan- penyitaan.

Tanggung jawab Polri dalam menegakan bhukum  (fow
enforcement) berada pada diri Pold #fu sendiri. Oleh karena iy, Polrd
dapat dimintal perfanggungiawaban atas penegakan hukum. Dalam
rangka  pertanggungan jawab  yang independen, Pold  bebas
mengambil diskresi meskipun hal itu mendatangkan konsekuensi
dramatik terhadap masyarakat.”®

Tugas pokek Polri berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun
2002 tentang Kepolisian Nepara Republik Indonesia, adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan
hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Polri
memiliki beberapa fungst yakai:

% M Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan
penastutany”, (Jakarla:Sinar Grafika, 2002), hal. 93

Disparitas Pidana..., Nurul Widiasih, FH Ul, Adogversiias indonasia



37

. melaksanakan pengaturan, penjagaan,
. pengawalan dan patroli terhadap kepiatan masyarzkat dan

pemerintah sesual kebutohan,

. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan,

ketertiban dan kelancaran Ighu lintas di jalan,
membina  masyarakat  untuk  meningkatkan  pardisipasi
magyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga

masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan,

5. turut serta dalam pembinaan hukum nasional,

6. memehihara ketertiban dan menjansin keamanan voum,

7. melekoksn koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis

I

12.

13.

=

terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawal negen sipil
{PPNS), dan

bentule-bentuk pengamanan swakarsa,

melakokan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undagan lainnya,

menyelenggarakan  identifikasi  kepolisian,  kedokteran
kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk
kepentingan tugas kepolisian,

melindungi keselamatan Hiwa raga, harta benda, masyarakat, dan
tingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana
termasuk  membenkan bantuan  dan  pertolongan  dengan
menjurgung tinggl hak asast manusia,

melayani kepentingan warga masyarakat uotuk  sementara
sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang,
memberilcan pelayanan kepada masyarakal sesual dengan
kepentingannya dalam lingkuep tugas kepolisian,

melaksanakan fugas lain sesuai dengan peraturan perundang-

undangan ®’

& Pasat 14 Undang-Undang No. 2 tahun 2002 entang Kepolisian Negar BI, LN R Tahun
2502 No. 2, TENRI Nodiss,
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Dalam undung- vndang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana, diatur tugas Polrd sebagsi penyidik, artinya Polri
berfugas melakukan serangkatan tindaken di dalam hal dan menurut
cara yang diatur dalam Undang-Undang (KUHAP) untuk mencar
serta mengumpulkan bukti vang dengan bukti itu membusl terang
tindak pidang yang ierjadi dan guna menemukan tersangkanya
Namun  sebelum  dilakukan  penyidikan, Polri harus  bertugas
melakukan penyelidiean, yaite serangkaian tindakan untuk mencari
dan menemukan suatu peristiwa yang didugs sebagai tindak pidana
guna meneniukan dapat atau tidaknya dilakekan penyidikan menurot
cara yang diatur dalam Undang Undang Hukum Acara Pidana™.

Mengenal kewenangan Polri dalam penegakan hukum, depat
disghutkan kewenuangannya berdasarkan KUMAP, vakmi sstiap
angpota Polrdl memiliki kewenangan kepolisian yang lingkupnya
dapat membatasal hak-hak asasi warpa masyarakat demi fegaknya
hukom  dan ketertiban  masyarakat. Hal ini nampak  dalam
kewenangan selake penyelidik, penyidik, penyidik pembantu
sebagaimana diatar dalam Pasal 5 Ayat (1) dan Pesal 7 Ayat (1)
Dalam Pasal 3 Ayat (1) Undapg-Undang No. # Tahun 1981
disebutkan Polri selaku penyelidik mempunyal wowenang mwenerima
laporan atau pengaduan dan seorang tenlang adanys tndak pidana,
mencari keterangan dan alat bukti, menyuruh borhenti seseorang
vang dicurigai dan menanvakan serta momeriksa tanda pengenal diri,
mengadalan tindakan lain menurul hukum yang bertanggung jawab.
Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun
1981, Polr selaku penyelidik juga berwenang untuk: menerima
laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
melakukan tindakan pertama pada saat di ternpat kejadian, menyuruh

berheotl seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal din

& Lihat Pasal 1 angha 2 Undong -Undang No.§ tahup 1981 Tentang Kiteb Undang-Undang
Hukum Acars Pidans.

% Lihat Pasal 1 angka 5 Undang -Undang No.2 talme 1981 Tentang Kitab Undang-Undang
Hujqim: Acara Pidana,
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tersangka, melakvkan penangkapan, penahanan, peoggeledaban, dan
penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, mengambil
gidik jari dan memotret seseorang, memanggil orang vatuk didengar
dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli
yag diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara,
mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain
menugut hukum yang bertanggung jawab.

Selaku penyidik pembantu sechagaimana tersebul delam Pasal
11 Undang-Undang No. 8 Tabun 1981 mempunysl wewenang
sepert penyidik kecuali mengenai penahanan yang wajib diberikan
dengan peiimpahan wewenang dari penyidik.

Dengan tugas dan wewenang berdasarkan  peraturan
perandang-undangan i atas, kiranya Pold mampu menjadi inti
kekuatan dalam vpaya penangpulangan kejahatan untuk mencapei

kearmanan dan ketertiban.

2.2.2.2  Peran Sub Sistermn Kejaksaan

Penuntutan merupakan langkah penting dalam  proses
pemidanaon karena penuntutan menghvbungkan penvidikan dengan
pemeriksaan di sidang pengadilan. Dalam  penuntutan,  jaksa
bertindak sebagat sebagal pengacars masyarakat, Jaksa adslah jnga
pelindung  kepentingan umum, sehingga  sikapnya  terhadap
tersangka/terdakwa  dan  oreng-orang  vang  diperiksanya  harus
obyektif dan tidak memihak™ Tak dapat disangksl, dalam
hubungannya dengan pengadilan, jaksa mempunyai hak-hak khusus
dan tengguog jewab khusus vang lebih dari pada hak-hak dan
tanggung fawab polisi.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, dalam Bab III diatur mengenai (ugas dan

wewenang jaksa, yaitu:

0 Subrahmania Lyer Balakrishoan, Speedy and Fair Adutiuistration of Justive, UNAFE]
Report No. 15 Tahon 1978, hal €1, schagaimana di Katip oleh RM Sumbman dan Andi Hamzah,
dalam “faksadi.., . bl &
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Pasal 30 Avat (1} di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hekim
dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, melakuken pengawasan terhadap pelaksanaan  pidana
bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas
bersyarat, melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu
berdasarkan undang-undang, melengkapi berkas perkars tertentu dan
untuk  #tu  dapat melakukan  pemeriksaan tambahan  sebelum
dilimpatkan ke pengadilan yang dalem  pelaksanaanya
dikoordinasikan dengan penyidik.

i dalam Pasal 30 Ayat (2) Di bidang perdaia dan tale usaha
negars, selaku faksa pengacara negara, kejaksaan dengan kuasa
khusus dapat bertindak baik di dalam meaupun di luer pengadilan
untuk dan atas nama negara atau pemenntah,

Sedangkan dalam Pasal 30 Ayat {3) Dalam bidang ketertiban
dan ketenteraman umum, kejaksaan furul  menvelengparakan
kegiatan: peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan
kebijakan pcﬁﬁgakl;:an hukum, pengawasan peredaran  barang
cetakan, pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan
masvarakat dan negara, pencegahan dan penyalshganaan dan/atau
penodaan agama, penclitian dan pengembangan hukum serta statistik
kriminal,

D dalam melakukan penuntutan, seorang jaksas memiliki
pedoman scbagaimana diatur dalam Surat Edaran Jekss Apuog
MNomor: SE-(01/1.A/471993 tentang Pedoman Tuntutan Pidana.
Surat edaran ini dimaksudkan untuk mewujudkan tuntutan pidana:’’
yang lebih memenuhi rasz keadilan yang hidup dan berkembang di

dalam masyarakat, membuat jera pelaku tindak pidana, mampu

* Dalam rangka guna lebih meningkatkan kualitas penerapan, penegakan dan pelayanan
hukum |, khususaya yeng berkaitan dengan penyelesaian dan peranganan perkaen tindak pidana
ummum maka jekss penuntet wmum memptinyai acuan yang diator dalam Himpunan Tata Naskah
dan Petunjuk Tekniy Penyelesaian Perkara Pidanas Umuns Kejsksasn Agung RI, yang
terbitkan oleh Jakss Agung Mads Tindek Pidana Umuin Kejaksaan Agung Ropublik
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menimbulkan dampak pencegaban dan mempunyai daya tangkal
bagi yang [ainnya, menciptakan kesatuan kebljaksanaan penuntutan,
sejalan dengan asas bahwa kejaksaan adalah satu dan tidak bisa
dipisah-pisahkan, menghindarkan adanya disparitag tuntutan pidana
untuk perkara-perkara sejenis antara sata daergh denpan deerah
fainnya, dengan mempethatikan faktor kasuistik pada setiap perkars
pidana.

Berkaitan dengan hal mengajukan tuntutan pidana ferhadap
perkara tindak pidana umum, jaksa penuntut umum (JPU) harus
memperhatikan/memperdimbangkan faktor-fakior perbuatan
terdakwa, keadaan diri pelaku tindak pidana dan dampak perbuatan
terdakwa. ”

Dalam hal perbuatan terdakwa, jaksa herus memperhatikan
apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan cara yang sadis, atau
dilakukan dengan cara kekerasan, atsu menyangkut kepentingan
negara, stabilitas keamanan dan pengamanan pembagunan. jaksa
juga  harus memperhatikan  perbuatan  fersebut  menarik
perhatian/meresahkan vmasyarakat, atau menyangkut SARA (suky,
rag dan agamal.

Dalam faktor keadaan diri pelaku tindak pidana, jaksa penuntut
umum haes  memperhatikan gebab-sebab  yang  mendorong
ditakukannya tindak pidana {kebiasaan, untuk mempertahankan divi,
balas dendawm, ekenomi dan lain-fain), karakter, momsl dan
pendidikan, riwayat hidup, keadaan sosial ekonomi pelaku tindak
pidana, peranan pelaku tindak pidana, keadaan jasmani dan rohani
pelaku tindak pidana, pekerjasn, dan umur pelake tindak pidana.

Sedangikan dalam fuktor dampak perbuatan terdakwa, seorang
jaksa harus memperhatikan, menimbulkan keresahan dan ketakuten
dikalangan masyarakat, menimbulkan penderitaan yang sangat

mendalam  dan  berkepanjangan bagi korban atau  keluarpanya,

7 Surat Bdaran Jaksa Agung Nomer: SE-Q01/).A/4/1995 teniang Pedoman Tuntutan
Pidaria,
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menimbulkan kerugian bagl negara dan masyarakat, menimbulkan

korban jiwa dan harta benda, merusak pembinaan generasi muda.

Dengan memperhatikan keadaan masing-masing perkara secara

kasuistis, Jaksa Penuntut Umum harus mengajukan tuntutan pidana

dengan wajib berpedoman pada keiteria sebagai berikut:

i.

2.

Tuntutan pidans mati diajukan apabila:

a. perbuatan yang didakwakan diancam pidana mati,

b. dilakukan dengan cora vang sadis df oar perikemanusiass,
¢. dilakukan secara berencana,

d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital,
e. tidak adas alasan yang meringankan,

Tuntotan Senmur Hidup diajukan, apabila memenuhi kriteria;
a. perbuaten yang didakwakan diancam dengan pidana mati,
b. dilskukan dengan cara sadis,

o, dilakukan secara berencana,

d. menimbulkan korban jiwa atau sarana umum yang vital,

e. terdapat hal-hal yang meringankan.”

3. Tuntutan pidana screndah-rendabinys 4 darl ancaman pidana,

apabils  terdakwa  residivis, perbvatannys  menimbulkan
penderitaan  bagi  korban atau  keluarganys, menimbulkan
kerugian materi, terdapat hal-hal yong meringankan,

Tuntutan pidana bersyarat, diajukan jaksa pemuntat umum
apabila memenuhi kriteria balwa lerdakwa sudah membayar
ganti rugi yang diderita korban, terdakwa beluin cukup umur’®,
terdakwi berstatus pelajur/mahasiswa/expert, dalam menuntut
hukuman bersyarat hendaknya diperhatikan ketentuan Pasal 141

KUHP.

? ‘Tuntotan pidena mati disjukan salah sato kriterianya adalah tdak adanya alasan yang
metingankan, Menurut penolis, tideklah mongkin tdak ditemukan ssmaz sekali alasan yang
meringankan dalam persidangan, terdakwa dalam menjalankan persidangan tetaplah seorang
manusia, yang menunjukan sisi kemanusisannya, seperli tidak berbelit-belit dalam memberikan
keterangan atau sopan di dalam pecsidangan. Olsh karena itu akankah lebih mesuk akal apabila
kriteria (idak ada alasan yang mieringankan dihilengkan dard pedoman penuntutan pidana mati,

™ Lihat Pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukam Pidana,
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Salah satu upayas menghindarkan adanya disparitas tuntufan
pidana unfuk perkara-perkara sejenis antara satu daerah dengan
daerah lainnya, jaksa penuntut umum (JPU) harus melakukan upaya
hukum banding apabila putusan hakim kurang dari 1/2 tuntutan jaksa
permuntut umuom {JPU) P

2.2.2.3  Peran Sub Sistem Pengadilan

Kedudukan Pengadilan dalam SPP (sisten peradilan pidana)
menempati posisi sentral. Hal ini disebabkan pengadilan berfungsi
menerima dan memproses kasus secara efisien, menjaga hak dari
terdakwa, memutuskan terdakwa bersalah atau fidak dan menetapkan
pidana. Dalam penjatuhan pidana, dikenal asas tiada pidana tanpa
kesalahan {geensrraf zonder schuldy. Pidana hanya dapat dijatulikan
apabilza ada kesalaphan terdakwa, yang dibuktikan di sidang
pengadilan. Dalem rumusan Pasal 183 KUHAP, terdakwa
dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana harus didukung dengan
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sgh yang dapat meyakinkan
hakim akan kesalahan terdalova dan  tindak pidana  vang
dilakuksnnya, Hal ini menunjukan adanya kemandirvian atay
kebebasan hakim dalam menjatulikan putusan, la bebas menentukan
timbuinya kevakinan dalam dirtnya berdasarkan alat-alat bukti vang
dihadaplan ke muka sidang ™

Kemandirian kekuasaan kehakiman atau kebebasan hakim
merupakan asas yang bersifat universal, yang terdapat dimana saja
dan kapan saja.” Asas ini berarti bahwa dalam melaksanakan

peradilan, hakim ifu pada dasarnya bebas, vaitu bebas untuk

# Kriteria tuntutan pidena vaog diajukan oleh Jaksa Penuatut Urnum, diatur dalam SE JA
NoDQUVIA/ 1995, Penyimpangan terhadop hintulan lerhadap pidana meti dan pidans seamur
hidup herus dengan iiin Jakss Agung sedangkan pelaksanasn lunfuian serendal-rendabnys % dard
ancaman , fantvian serendak-rendahnya i, seria untuton pidana bersyarat diperlanggungiawabkan
kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kecuali perkara penting sesuai dengan Petunjuk Jalsa Agung
Muda Tindak pidane Umum (JAMPIDUM) No:R-16/E/3/1994, tanggs! 11 Marst 1894 perihal
pengadiian Perkara Penting Tindsk Pidanz Umum

*  Bambang Waluyo, “Pidana dan Pemidanaan”, (Jakarta : Sinar Grafike, 2008}, hal 72-73.

7 Budikno Mertokusumo, “Relevansi Peneguhan Ftika Profesi bagi Kemandirian
Kekuasaan Kehakiman®™, pada semvipar 50 tahun Kemandirian Kekuasaan Kehakiman di Indonesia,
Fakultas Huokom {3M, 26 Agasius 18935,
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menentukan sendiri cara-cara memeriksa dan mengadili perkara dan
bebas dari campur tangan atau hurun tangan kekuasaan ckstra vudisiil
yang boleh mencampuri jalannya sidang peradilan,

Meskipun pada esasnya hakim itu mandifd atau bebas, tetapi
kebebasan hakim ttu tidaklah mutlak, karena dalam tegasnya hakim
secara mikro  dibatast oleh Pancasila, UUD 1945, Peatoran
perundang-undangan, kehendak para pihak, ketertiban wnum dan
kesusilaan, [ty adslah faktor-faktor yang dapat membatasi kebebasan
hakim. Kalaupun kebebasan itu bersifat universal, tetapi
pelaksanaannya di masing-masing negara tidak sama.”

Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undung Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indongsia
adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah
satu prinsip penting negara huokurmn adalab  adanya  jaminan
penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka bebas dari
pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna
menegakkan hukum dan keadilan.”

Kemandirian kekuasaan keﬁakimén dapat dibedalan menjadi 3

~ (tiga) macam, yakni kemandirian lembaganya/Institosinya,
kemandirian proses peradilannya dan  kemandirian hakimnys
sendif].*
1. Kemandirian lembaga:i}'afinstitu sinya
Kemandirian dalam hal ini adalah kemandirian  vang
berkaitan dengan lembaga peradilannya itu sendin, Parameler
mandin atau tidaknya suatu instifusi peradilan dapat dilihat dard
beberapa hal:
a. Apsksh lembaga  peradilan  fersebuf  mempunyal
ketergantungan {saling mempengaruhi terhadap

kemandiriannya dalam melaksanakan tugas) dengan lembaga

" Bambang Sutiycss, St Hastul Puspitasari, “Aspek-Aspek Perkembangan Kehuasaan
Kzhakivan & Indonesla”, {Yopyakarta: UTT Press, 2005}, hat 51-52,

¥ Lihat penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia No. 4 fabun 2004 tentang
kekimsasn Kehakiman, LN RI Tohuno 2804 Nomor. §, TLM RI Nomor 4358,

# QBarchang Sutivose, Sri Hastoti Puspitesari, Op Cit., hal 52
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lain ataukah tidak, misalnya dengan Institusi kejaksaan,
kepolisian, kepengacaraan dan lembaga-lembaga lainnya.
Apabila lembaga peradilan ternyata dapat dipengarubi
integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut,
maka hal ini merupakan salah saty indikator bahwa lembaga
peradilan  tersebut tidak mandird, atau selidak-tidaknya
lemmbaga peradilan ity kurang mandirl.

b. Apakah lembaga peradilan tersebut mempunyai hubungan
hicrarkis ke atas secara fonmnal, dimans lembaga atasannya
dapat campur tangan dan mempengarohi kebebasan atau
kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut,
Akan tetapl perlu diperhatikan, sepanjang sudah diatur dalam
peraturan  perundang-undangan,  sepertt | membenkan
pengawasan kepada pengadilan 4i bawahnya, maka hubungan
hierarkis antara lembegn atasan dengan bawshan dapat
dibenarkan secara hukum den fidak dipersoalkan disini
(bahkan  jadi permasalahan apabila) pengadilan atasan
sarapal melakukan campur tangan 331&111 proses peradilan
secara tidak seh di luar hal-hal yang sudah diteptukan dalam

peraturan perundang-undangan.

2. Kemandirian proses peradilannya

Kemandirian proses peradilan digini terutama dimulai dari
proses pemeriksan perkara, pembuktian sampai pada putusan
yang dijatuhkannva. Parameter mandirt atau tideknya suvatu
proses peradilan ditandal dengan ada atau tidaknya campur
tangan {intervensi} dari pihak-pihak lain di luar kekvasaan
kehakiman vang dengan berbagai upays mempengaruhi jalannys
proses peradilan baik seca;a langsung maupun tidek langsung,
Kemudian adanya intervensi tersebut  apakah  dapat
mempengaruhi proses peradilan ataukah tidak. Kalau ternyata
berpengaruh, berarti proses peradilannya tidak atau kurang
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mangdiri. Sebaliknys apabila adanya campur fangan tersebut
ternyata tidak berpengaruh, berarti proses peradilanmya dapat
dikatakan mandir.
3. Kemandirian hakimnya
Kemandirian hakim disini dibedakan tersendirl, karena

hakim sccara fungsionsl merupakan fenaga inii penegakan
hukum dalam menyelenggarakan proses peradilan. Parameter
muandirl atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkars dapat
dilthat darl kemampuan dan ketahenan hakim dalam menjaga
integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya datam
menjalankan fugas dan wewenangnya dari adanya campur tangan
pihak lain dalam proses peradilan. Kalau para hekim terpengaruh
oleh campur tangan pihak-pihak lain dalam menjalankan tugas
dan wewenang yudisialnya, berarti hakim tersebut kurang atan
tidak mandiri. Sebaliknya kalau hakim tidak terpengarch dan
dapat tetap bersikap obyekBif, meskipun banyak tekanan
psikologis dan intervensi dari pihak lain, maka hakim tersebut
adalal hakim yang memegang teguh icamandiriaﬁnj;zag

Tujusnn hakim menjatubkan pidana harug dalam rangka
menjamin egakova kebeparan, keadilan dan kepastian hukum
bagi sescorang.’’ Oleh sehab it hakim dalam menjatubian
pidana  harus = mempettimbangkan  faktor-fakior  yang
meringankan dan memberatkan. Fakior-fakfor yang meringankan
antara lain, terdakwa masih muda, berdaku sopan dan mengakoui
perbuatannya.  Faklor-faktor yang memberatkan misalnya
memberikan keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui
perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan negara dan
sehagainya.

Faktor-fakior yang meringankan merupakan refleksi sifat

vang batk dari terdakwa dan fakior yang memberatkan dinilai

B
Hal 19

Andi Hamzah, * Pengantar Hukom Acare Fidana Indonesia”, (Jakarta ; Ghalia, 1985)
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sebagai faktor yang jahat dari terdakwa.®® Sifat-sifat yang jahat
maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam
mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan
pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana
yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat
diperoleh dari keterangan-keterangan orang-orang
dilingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan
sebagainya.®

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan juga wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang
hidup dalam masyarakat.’* Hal tersebut, mengingat masyarakat
masih mengenal hukum tidak tertulis. Oleh sebab itu hakim harus
terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan
dan mampu menjalani perasaan hukum dan rasa keadilan yang
hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hakim dapat
memberikan putusan yang sesuai dengan hukum dan rasa
keadilan masyarakat.®®

Faktor-faktor yang harus diperhatikan hakim cian menjadi
dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana
tersebut seharusnya mengacu pada pedoman pemidanaan. Namun
pedoman pemidanaan sampai dengan saat ini belum diterapkan di
Indonesia. Dalam Pasal 55 Rancangan KUHP 2008 telah
dimasukan pemikiran para ahli hukum, bahwa hakim dalam
menjatuhkan pidana, wajib = mempertimbangkan: kesalahan
pembuat tindak pidana, motif dan tujuan melakukan tindak
pidana, sikap batin pembuat tindak pidana, apakah tindak pidana
dilakukan dengan berencana, cara melakukan tidak pidana, sikap

dan tindak pembuat sesudah melakukan tindak pidana, riwayat

¥ Lihat Pasal 28 Ayal (2) Undang-Undang Nomor ; 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman.

8 Bambang Waluyo, “Pidana dan Pemidanaan™, Op. Cit, hal 90.

% Lihat Pasal 28 Ayat {1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan
Kehakiman,

8 Lihat Penjelasan Pasal 28 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 Tentang
Kekuasaan Kehakiman.
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hidup dan keadasn sosial ekonomi pembuat tindak pidans,
pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat tindak pidana,
pengaruh tidak pidana terhadap korban atau keluarga korban,
pemanfan  dari  korban dawfatan  kelumrganya, pandanganp
masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan®

Pendapat vang sama juga dinyatakan oleh Sudarte yang
berpendapat bahwa dalam penjatuhan hukuman, hakim harus
mengacu kepada pedoman pemberian pidana yang mermuat hal-
hal vang bersifat subyektif yang menyangkuot orangnya dan juga
hal-hal yang bersifat objekiif yang menyangkut hal-hal vang di
lvar pembuat, Denpan  memperhatikan  hal-hal  tersebut
diharapkan  hakim  lebith mudah  dalam  menetapkan
pemidanaannya, penjetuhan pidana lebih proposional dan lebib

dipahami mengapa pidananya yang seperti dijatahkan itu.”’

Bila welihat pendapat-pendapat tersebut di atas pampak
bahwa hakim sebenarnya tidak memiliki kebebasan yang mutlak
dalam menentukan pidana yang akan dijatubkan tetap terdapat acuar-
acuan yang mendasari putusan pidana yang akan dijatubken, Acuan
tersebut  berkaitan dengan faktor subyektif dari terdakws (dird
terdakwa) maupun yang berasal darl faktor obyektif

Pembalasan kebebasan hakim juga diatur dalam ketentuan
Pasal 25 Awat (1} Updang-Undang Nomor 4 tabun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman, mengatur bahwa segaka putusan pengadilan
selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula
pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan
atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No, 4 tzhun 2004, mengatur bahwa
dalam mempertitnbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib
memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, Dalam

*8 <hiip:tiwew legalitas.org, diskses pada hart sabtu tanggal 9 Mei 7009, pukut 14.00 wib.
¥ Muladi dan Barda Rawawi , “Dampak Disparitas pidana dan Usaha Mengatasinya dalam
Bule Teori-Teorl dan Kebijakan Pidans” Op,CHt, hal 68.
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penjelasan ayat ini ditambahkan berdasarkan ketentuan ini maka
dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan
hakim wajib memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari terdalkews
schingga putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan
kesalzhannys.

Berdasarkan asas kesepuluh yang melindungl hak warga
negara dan diberlakukannnya proses hulaim vang adil dalam
KUHAP, pengadilan juga berkewajiban untuk mengendaliken
pelaksanaan pufusannya. Pencerminan ssas ini dalam ketentuan
KUHAP adeloh lembaga hakim pengawas dan pengamat. Keberadasn
hakim pengawas dan pengamat ini memberikan masukan vang berupa
data mengensi manfaal putusan pidana perampasan kemerdekaan
bagi perubshan tingksh laku narapidana dan pembinaan narapidana
atau hubungen timbal balik antarza keduanva. Schagaimana yang
ditwangkan dalam Pasal 280 Ayat (2) KUHAP, hakim pengawas dan
pengamat mengadakan pengamatan untuk bahan penelitian  dan
ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan yang diperoleh dari
perilaku narapidana atau pembinaan iembaéagénizvlégr;l\{;;t;}l ser’m'

pengaruh terhadap narapidana selama menjalani pidananya.

Dualam  sistem peradilan pidana yang terpadu, Mardjono

Reksodiputro berpendapat bahwa -

tahap purnaajudikasi sama pentingnya dengan iabap-tahap
sehelumnya. Alken istapi jupgs disini harus dianet pandangan
bahwa tahap ajudikasi tetap “doninan” dalam seluroh proses.
Proses peradilan pidana barn berhenti pada saat terpidana
dapat dilepaskan kembali ke masyarskat scbagal seorang
warga negara yang telah menjalani pidanannye dengan pennh,
Bukan saja tanggung jawab moral hakim, tetapi juga asas-asas
perlindungan  hak  terpidana, mewajibkan  pengadilas
mengikuti perkembangan terpidana di dalam Lembaga
Pemasyarakatan, Tegaknya keadilan bagi terpidena juga
merupakan tanggung jawab pengadilan selama yang
bersangkutan berada dalam lembaga.®

¥ Mardjono Reksodiputre, “Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melibat pada kejahatan
dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”, {Pidato Pada Upacara penerimaan Jabatan
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Dari penjelasan di stas, dapat dikatakan bahwas hakim
pengawas dan pengamat telah menjadi penghubung antara Pengadilan
dan Lembaga Pemasyarakatan. Hubungan vang terus berlanjut antara
hakim dan putusannya telah menempatkan narapidana tidak saja
scbagal pelaku vang telgh berbuat fahat dan yang menyebabkan
masyarskat mengalami kerugian, tefapi jugs mengingat narapidana
sebagal manusiaz yang masih dapat diperbaiki untuk menjadi baik
kembali, dan masth memiliki masa depan vang perlu dijalaninyz,
seperti masyarakat pada umunnya. Dalam hal ussha memperbaiki
narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan tidak terlepas dari
harkat dan martabatnya sebagai manusia yang perln dilindungi dan
diperhatikan oleh pembina narapidana di lembaga pemasyarakatan

dengan mendapat kontro! dari hakim pengawass dan pengamat.

2.3 Disparitas Pidana Dalam Penegakan Hukum di Indonesia
Proses bekerjanya sisiem peradilan pidana tidaklah berjalan tanpa
hambatan. Banyak masalah yang dapat bersifat kriminogen sebagaimana
| diungkapkan oieh Muladi ;

Sistewn peradilan pidsna dapat bersifat kriminogen, bilamana terdapat
prakiek-prakiek yang tidak konsisien, kriminalisasi yang lidak cermat
yang menyebabkan overcriminalization maupun dovaluasi hukum
pidana, diskresi yang tidak terpantau karepa keragu-raguan bagi
penegak hukum pidana untuk melakukan fd! enforcement dengan
disfungsionalisasl hukum pidana, tofuan pemidansan yang tidak jelas,
perumusan yang jelas tentang tujuan pemidanaan itu penting, scbab
akan mendasari penyelenggaraan hukum pidana materiil, hukum
pidana formil mawpun hukwm pelaksanaan pidana. Pemidanasn yang
berorientasi pads pidana kewerdekaan, dampaknya antara laio berupa
pifihan pidana yang sangat sedikit, untuk memudahkan penerapannya.
Keterbatasan sistem peradilan pidana menyangkut efektivitasnya, yang
sepepuhinya tergantung pada kemampuan infrastruktur pendukung
sarana dan prasarananys, kemampuan profesional aparat penegak
hukumnya, sertza budaya hukum masyarakatnya. Kegagalan dalam
sistemn pembinaan, baik di dalam lembaga maupun dilvar lembaga.
Terjadinya disparitas pidana (Disparity of sentencing), vyang
dianggap sebagai the disturbing issue dalam sistem peradiian pidana di

sebagat Thew Boser Tetap Dalam Hmu Hulen Pidana Falkulias Hukum Universitas Indonesis,
Depok, 30 Gkiober 1993). hal 13-14,
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pelbagal negara. Tiadanya perhatian pada si korban kejahatan yang
dapat mengurangi partisipasi masyarakat dalam penanggulangan
kejahatan, menimbulkan perasaan insecurity dan lebih buruk lagi dapat
mendorong inisiatif pribadi watuk melakukan pembalasan, baik
dilakukan secara perorangan maupun dalam bentuk vigifante growp.
Konsekuensi di luar hukum yang disebut stigma sosial sebagai akibat
proses stigmatisasi. Prisonisasi, sistem sosial il jika tidak dipantsu
dengan baik aken menimbulkan kontaminasi perilaku yang cenderung
menghasilken residivis

Sedangkan Harkristuti Harkrisnowo menyatakan bahwa

Dengan adanya realita disparitas pidana tersebut, ndak heran jika
publik mempertanyakan apakah hakim/pengadilan telah benar-benar
melaksanakan tugasnya menegakkan hukum dan keadilan? Dilihat dan
sisi sosiologis, kondisi disparitas pidana dipersepsi publik sebagai
bukti ketiadsan keadilan (societal justice). Sayangnya, secara yuridis
formal, kondisi ini tidak dapat dianggep telah melanggar hukum,
Meskipun demikian, sering kali orang melupakan bahwa elemen
“keadilan™ gaaéa dasarnya harus melekat pada putusan yang diberikan
oleh hakim.

Penulis berpendapat  bahwa, sepintas memang nampak bzhwa
disparitas pidana meropakan gambaran ketidakadilan yang dilakukan bakim
kepada pencart keadilan, Publik akan membandingkon putusan hakim
tersebut secara general bahwa disparitas pidana telah terjadi, akan tetapi bila
dilihat secara vuridis formal dimana hakim momibiki kebebasan sesuad
dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang MNu.§ tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana dimana discbutkan bahwa  sekurang-kurangays doa
alat bukti yang soh dan keyakinannya maka seorang hakim dapat
menjatuhkan pidana vang berbeda.

Jika dilihat dari faktor penyebab terjadinya disparitas pidana, Muladi
dan Barda Nawawi Arief mengatakan bahwa:

¥ Muladi, Pidona Mati Ditinjau dari Sudut Tujuon Pemidanaan, makaleh pada Simposium
Nasional Tentang “Relevansi Pidans Mat & Indonesia yang diselengparakan oleh Falmitas
Hokum Universitas Muboamadival Sursketta, 15 Juni 1989.Schagaimans dikutip oleh Gregorius
Arvadi dalam Putusan Hokim dalam Perkora Pidana (Studi Koesus Tewang Pencurion don
Korupsi di daerah Isthnewa Yogyaharty), (Yogyvakarts ‘Univ. Atmajaya Yogyokarla,1995), hei 27-
28.

% Harkristuti Harkrisnowa, “Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap
Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia”, dalam majalah KHN Newsletter, Edisi April
2003, (Jakarta: K HN,2003) hal 25.
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Faktor penyebab disparitas pidana bersumber kepada hukum sendir,
yang disaty pihak sebenarnya secara idiologis dapat dibenarkan tetapt
dilain pihak mengandung kelemahan-kelemahan berhubung adanya
Judicial discretion yang terlalu luas karena tidak adanya sentencing
standards, juga faktor-faktor penyebab disparitas yang bersumber pada
diti hakim, baik yang bersifat infternal maupun cksternal yang
menyangkut pengaruh latar belakang, sosial, pendidikan, agama,
pengalaman, perangai dan perilaku sosial”

Menurat penulis adanya disparitas dalam pengenaan pidana disebabkan
oleh hokum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, vang meskipun
kebebasan hakim diakul oleh undang-undang dan memsang nyelanya
diperiukan, tetapd sering kali dipergunakan secara melampaui batas, maka para
hakim dan juga penegak hukum lainnya sangat diharapkan untuk berlghu anif
Dengan demikian, penulis berkesimpulan secara yuridis formal disparitas
pidana tidak melangpgar hulum.

Digparitas Pidana bukan saja ferjadi di Indonesia, yvang termasuk
keluarga hukum Eropa Kontinental, yang tidak mengenal sistem presedent.
Hampir seluruh negara di dunia menghadapal masalah ini. Disparitas pidana
yang disebut sebagai “the disturbing disparity of sentencing” mengundang
perhatian lembaga legislatif serta lembaga lain vang terlibat dalam sistem
penyelenggaraan hukum pidana untuk memecahkannya.”

Ketentuan Pasal 24 “ﬁtyat' {1} Undang-Undang Diasar 1945 {Amademoen
Ketiga), memberikan landasan hokom bagi kekuasaze hakim, dimane
Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka  untuk
menyelonggarakan  peradilan guna  menegakkan hukum dan keadilan
Ketentuan ini telah memberikan jaminan terhadap kebebasan lembaga
peradilan scbagai lembaga vang merdeka, termasuk didalamnya kebebasan
hakim dajam menjalanksn tugasnya. Hakim bebas memilih jeals pidana,
karena tersedia jenis pidana di dalam pengancaman pidana dalam ketenfuan
perundangan-undangan pidana. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 12 Ayat
(2) KUHP, yang menyebutkan bahwa Pidana penjara waktu tertentu paling
pendek | (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-terut,

) Muladi dan Barda Nawawi Arief, , “Dampak Disparitas pidana dan Usaba Mengatasinya
datam Buku Teori-Teorl dan Kebfjakan Fidana™ Op Cit, hal 58,
# Muladi, “Dampak Disparitas Pidana danUsaha Mengatasinye”®, Op.Cit, hal 52,
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sedangkan dalam Ayat (4) nya diatur bahwa pidana penjara selama waktu
tertentu sekali-sekali tidak boleh melebihi dua puluh tahun. Demikian pula
dengan halnya pidana kurungan dalam Pasal 18 ayat (1) KUHP, dinyatakan
bahwa pidana kurungan paling sedikit 1 (satu) han dan paling lama 1 (satv)
tahun, sedangkan dalam Pasal 18 Ayat (3) KUHP diatur bahwa pidana
kurungan sekali-kali fidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan. Di dalam
Pasal 30 KUHP, diatur bahwa pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujul
puluh sen®Apabila pidana denda tidak dibayar, ia diganti dengan pidana
kurungan, dan lamanya pidana kurungan pengganti denda paling sedikit satu
hari dan paling lama enam bulan.”

Aturan tersebut merupakan aturan pidana secara umum, sedangkan
secara khusus diatur dalam suatu peratoran perundang-undangan ferientn yang
mengator pidana minimum dan maksimum secara khzasns’ seperti  dalam
Undang-Undang Nomor: 23 tshun 2004 ientang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga. Undang-undang tersebut secara khusus mengatur
ancaman  pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerssan dalam rumah
tangga, seperti dalam Pasal 47 serta Pasal 48. Agar lebih jelas dapat dilihat
dzﬁﬁm i’ﬁsni 44 'éyat tl) Undang-Undang No. 23 tahun 2004 yang mengatur
ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah
tangpas, di bawzah in -

Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2004

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga, dipidsna dengan pidana penjara paling lama 3 (lima)
tahun atau denda pafing banvak Rp. 